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KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pasrujambe Tahun 2024-2026 yang
ditangani oleh Camat Pasrujambe Kabupaten Lumajang pada Tahun 2023,
merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan

program kerja pembangunan Kecamatan Pasrujambe.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen perencanaan yang
tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten berupa RPD
maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat. Sejalan dengan review internal
terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Kecamatan Pasrujambe
terdahulu, maka dilakukan perbaikan agar Renstra Kecamatan Pasrujambe dapat

sejalan dengan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Lumajang.

Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD,
isuisu strategis berdasarkan tupoksi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan,
rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan
pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPD, penutup, dan lampiran.

2024-2026 ini merupakan proses pembangunan 3 tahunan yang tidak
terlepas dari proses pembangunan pada Kecamatan Pasrujambe pada tahun-tahun
sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan.

Penyusunan Renstra ini didasarkan kepada :

1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun
2024-2026;
Renstra Kecamatan Pasrujambe terdahulu;
Cascading Kinerja Kecamatan Pasrujambe sebagai salah satu hasil review
internal;

4. Serta Dokumen pendukung lainnya.

Semoga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 ini
menjadikan arah proses pembangunan Kecamatan di Kabupaten Lumajang lebih
terarah.

Pasrujambe, Mei 2023

Camat Pasrujambe,

MUHAMMAD SAIFUL, S.AP
NIP. 19720202 199803 1 010
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 3 (tiga) tahun. Dengan kata lain, melalui perencanaan
pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan
pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat

serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Pasrujambe Tahun
2024-2026 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh Ditetapkannya Instruksi
Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen
Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala
Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 yang menyatakan Bupati/Walikota yang
masa jabatannya berakhir tahun 2023 untuk menyusun dokumen
perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang

selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana maka
Kecamatan Pasrujambe mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses
perencanaan pembangunan di Kantor Kecamatan Pasrujambe Kabupaten
Lumajang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis
dan komprehensif dan responsif gender sehingga sepenuhnya mengarah
kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Lumajang sebagaimana
diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan
misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Pasrujambe dituntut
untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana
Strategis (Renstra) yang berlaku selama tiga tahun maupun Rencana Kerja
Perangkat Daerah yang berlaku satu tahunan Renja Perangkat Daerah atau
Rencana Strategis-Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen
rencana resmi daerah yang berfungsi mengarahkan pelayanan Perangkat
Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka
waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Sebagai dokumen rencana yang sangat penting,
sudah sepantasnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat
memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan Renstra-SKPD, yang

diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review secara berkala atas
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1.2

pelaksanaannya.

Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Pasrujambe

Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 didasarkan pada ketentuan-ketentuan

sebagai berikut :

1.
2.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 7 tahun 2020 tentang
pedoman perubahan kegiatan dalam rangka penanggulangan COVID-19;
Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah
Dengan Masa Kerja Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023
dan Daerah Otonomi Baru;

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja

Kecamatan;



13. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026;

1.3 Maksud Dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Renstra

a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan

€.

tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan
pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang

telah ditetapkan dalam kurun waktu 2024-2026 dapat tercapai.

. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi

dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik

secara internal maupun eksternal.

. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders)

tentang rencana pembangunan tiga tahunan.

. Menjadi kerangka dasar bagi Kantor Kecamatan Pasrujambe dalam

upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Menjadi kerangka acuan kegiatan yang responsif gender.

2. Tujuan Penyusunan Renstra

Rencana Strategis Renstra Kecamatan Pasrujambe Tahun 2024-2026

disusun dengan maksud sebagai alat bantu dan tolak ukur bagi jajaran

pemerintah Kecamatan Pasrujambe dalam penyelenggaraan pembangunan

3(tiga) tahun dan tahunan, disamping itu Renstra disusun dengan tujuan

untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Pasrujambe

agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran pembangunan 3 (tiga)

tahun mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Kantor Kecamatan Pasrujambe diformulasikan dalam

sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah
2.2. Sumber daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah



2.4. Kelompok Sasaran Layanan
2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan
2.6. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
2.7. Kerjasama Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tyujuan dan Sasaran
4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1. Strategi Kecamatan Pasrujambe
5.2. Arah Kebijakan Kecamatan Pasrujambe
BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN
7.1 Penentuan Target Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-
2026
7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan
Daerah
BAB VIII. PENUTUP



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pasrujambe
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan
kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan
daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan wuntuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan

dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan

adalah:

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota
melalui sekretaris Daerah.

2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang
menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan
kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami
perubahan hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis
kepada personel, sehingga kinerja/penataan administrasi dan pengelolaan
manajemen pemerintahan secara komprehensif di tingkat Kecamatan dan Desa

akan terpengaruh juga.

Kecamatan secara hirarki merupakan bawahan Bupati sebagai perangkat
daerah, maka Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai
Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga

tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah. Sehingga struktur yang telah dilaksanakan di
Kantor Kecamatan Pasrujambe menggunakan Peraturan Daerah Nomor 51
Tahun 2019 yang terdiri dari :

1. Camat



2. Sekretaris Camat, yang membawahi :
a. Subbag Umum dan Kepegawaian
b. Subbag Keuangan

3. Seksi Pemerintahan

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

5. Seksi Pelayanan Umum

Sedangkan gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kantor
Kecamatan Pasrujambe adalah sebagai berikut :
GAMBAR 1.2
Bagan Organisasi Kecamatan Pasrujambe

(Perbup Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan)
R CAMAT
SEKCAM
KELOMPOK
JAB.
| 1
SUBAG SUBAG
UMUM DAN KEUANGAN
KEPEGAWAIAN
SEKSI SEKSI SEKSI PELAYANAN
PEMERINTAHAN PEMBERDAYAAN UMUM
MASYARAKAT

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai

wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Tugas Camat terdiri dari

Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggarakan ketentraman dan ketertiban
umum,;

4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati;
Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,;
Mengkoordinasikan  penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;



10.

Se

Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau
kelurahan;

Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;

Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

kretariat Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program,

ad

ministrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan

teknis administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan

Ke

camatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

1.
2.
3.

©® N o bk

Penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;

Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan
dan keprotokolan;

Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;

Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan kesekretariatan;

Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Dan dibantu oleh beberapa sub bagian antara lain :

1.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1) Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,;

2) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana
program dan kegiatan Kecamatan;

3) Menyusun perencanaan dan pengembangan Kecamatan;

4) Melaksanakan wurusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan
Kecamatan;

5) Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana
Kecamatan;

6) Melakukan administrasi kepegawaian;

7) Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik

Negara;
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8) Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana
Pemeliharaan Barang Unit;

9) Melakukan administrasi barang milik daerah;

10) Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;

11) Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan
keprotokolan;

12) Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan
perundang-undangan;

13) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;

14) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;

15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

1) Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;

2) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian
Keuangan;

3) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan
dan penganggaran;

4) Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra,
rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP,
pengukuran indeks kepuasan masyarakat);

5) Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;

6) Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;

7) Melakukan penyusunan laporan keuangan;

8) Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil
pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;

9) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub
Bagian Keuangan;

10) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;

11) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas diantaranya:

1)

2)

3)

Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan
Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
Pemerintahan;

Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, idiologi Negara dan

kesatuan bangsa;
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4) Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan
melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh
masyarakat;

5) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;

6) Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

7) Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada
di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

8) Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan
Pancasila;

9) Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan
di kecamatan;

10) Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah
kerjanya;

11) Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan;

12) Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala
desa;

13) Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

14) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa
dan aset desa;

15) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat
desa;

16) Melaksanakan fasilitasi pelaksanakan Pilkades;

17) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;

18) Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

19) Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan
pihak ketiga;

20) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang
desa serta penetapan dan penegasan batas desa;

21) Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;

22) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program
kerja Seksi Pemerintahan;

23) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan

24) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :
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10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras
dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi
Pemberdayaan Masyarakat;

Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah
perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah
rencana pembangunan tingkat kecamatan;

Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan
di wilayah kecamatan;

Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan
pembangunan di wilayah kecamatan;

Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
dengan pembangunan desa;

Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan
pedesaan;

Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan
pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;

Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan
partisipatif;

Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan  pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat desa;

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan
di wilayahnya;

Menghimpun dan Pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program
kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

1.

Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan
Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pelayanan
Umum;

Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi dan perijinan sesuai
prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;

Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke

kecamatan;
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2.2

9.

Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di
kecamatan;

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di
wilayah kecamatan;

Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang
melibatkan pihak swasta;

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program
kerja Seksi Pelayanan Umum,;

Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;

10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

Sumber Daya Perangkat Daerah

1.

Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia pada Kantor Kantor Kecamatan Pasrujambe adalah
sebagai berikut :
1) Berdasarkan Jabatan

Jumlah jabatan struktural di Kantor Kecamatan Pasrujambe ada 7

jabatan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Pasrujambe

Berdasarkan Jabatan per April Tahun 2023

No. Nama L/P Jabatan
1. | MUHAMMAD SAIFUL, L | Camat
2. SHELA FAZRI L | Sekretaris Kecamatan
3. ANDY DWIYANTO L | Kasi. Pemerintahan
4. | ANSORI TABRONY L | Kasi. Pemberdayaan Masyarakat
5. | HERMANTO L | Kasi. Pelayanan Umum
6. | ACHMAD L | Kasubbag. Umum dan
7. | ANDRI WALUYO L | Kasubag. Keuangan

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Pasrujambe, data diolah 30

April 2023
2) Berdasarkan Pegawai
Tabel. 2.2

Data Pegawai Pada Kantor Kecamatan Pasrujambe

NO NAMA L/P KET

1 MUHAMMAD SAIFUL, L PNS
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NO NAMA L/P KET

2 | SHELA FAZRI L PNS

3 | ANDY DWIYANTO L PNS

4 | HERMANTO L PNS

5 | ANSORI TABRONY L PNS

6 | ACHMAD L PNS

7 | ANDRE WALUYO L PNS

8 | ASRI MAISAROH P PNS

9 | ARTOK WIDODO L PNS

10 | UNTUNG L PNS

11 | PRIBADI L PNS

12 | SUGITO L PNS

s DIAN ISMAWATI P Upah
Bulanan

12 MALIKI L Upah
Bulanan

- SUWIRNI P Upah
Bulanan

4 ZAENAL ABIDIN L Upah
Bulanan

s YESY LUFIANA P Upah
Bulanan

. ERIK SUPRAYOGI L Upah
Bulanan

- CICI SELFIYAH P Upah
Bulanan

s ENI KUSRINI P Upah
Bulanan

o AGUSTIN AYU EKA PRATIWI P Upah
Bulanan

o NUR KOMARIYAH P Upah
Bulanan

3) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
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Dari 12 (dua belas) orang pegawai di Kantor Kecamatan Pasrujambe
dengan komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang sebagai berikut :
Tabel 2.3.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Pasrujambe

Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2023

No. Nama L P Jumlah
1. Pembina (IV/a) 1 - 1 orang
2. Penata Tk. I (III/d) 2 - 2 orang
3. Penata (III/c) 3 - 3 orang
4. Penata Muda ( III/b) 2 - 2 orang
S. Pengatur Tk. I (1I/d) 1 - 1 orang
6. Pengatur Muda Tk. I (II/c) 0 - 0 orang
7 Pengatur Muda Tk. I (II/b) 2 1 3 Orang
8. Pengatur (II/a) 0 - O orang

Jumlah 11 1 12 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Pasrujambe, data diolah 30

April 2023.

4) Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 2.4.
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Pasrujambe

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No. Tingkat Pendidikan L P Jumlah
1. Sarjana ( S-1/D-1V) 6 - 6 orang
2. Sarjana Muda ( D-III ) - - O orang
3. |D-1/D-II - - - orang
4. SLTA/MA/Sederajat S 1 6 orang

Jumlah 11 1 12 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Pasrujambe, data diolah 30

April 2023.

5) Berdasarkan Diklat Penjenjangan
Tabel 2.5.
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Pasrujambe

Berdasarkan Diklat Penjenjangan Tahun 2023

No. Tingkat Pendidikan L P Jumlah
1. | Diklat Pim III 0 - O orang
2. | Diklat Pim IV S - 5 orang
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Jumlah

5

0

5 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Pasrujambe, data diolah 30

April 2023.

2. Perlengkapan

Kantor Kecamatan Pasrujambe memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana

dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian

sebagaimana dalam buku Inventaris meliputi :
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Tabel 2.6.

Inventris Barang Kantor

Kecamatan Pasrujambe Tahun 2023

Kod Pembidangan Barang Keadaan Awal ( 01 Januari 2022 Mutasi Keadaan Akhir ( 30 April 2023 )

€ ) Berkurang Bertambah
Bid Jumlah | Satua Nilai ( Rp. ) Juml | Nilai (Rp. | Jumla Nilai ( Rp. ) Jumlah | Satua Nilai ( Rp. )
ang n ah ) h n

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.3. | GOLONGAN TANAH Bidan | 384.533.333 - - - - 1 Bidan | 384.533.333,

1 g ,00 g 00
1.3. | TANAH 1 Bidan | 384.533.333, - - - - 1 Bidan | 384.533.333,
1.01 g 00 g 00
1.3. | GOLONGAN PERALATAN DAN 310 Buah 1.194.888.8 - - - - 310 Buah 1.194.888.83

2 MESIN / Set 33,00 / Set 3,00
1.3. | ALAT BESAR 3 Buah | 14.675.000,0 - - - - 3 Buah 14.675.000,0
2.01 / Set 0] / Set 0
1.3. | ALAT ANGKUTAN 12 Buah 354.542.500, - - - - 12 Buah 354.542.500,
2.02 00 00
1.3. | ALAT KANTOR DAN RUMAH 234 Buah | 564.653.150, - - - - 234 Buah | 564.653.150,
2.05 | TANGGA 00 00
1.3. | ALAT STUDIO, KOMUNIKASI 8 Buah 16.299.400,0 - - - - 8 Buah 16.299.400,0
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N | Kod Pembidangan Barang Keadaan Awal ( 01 Januari 2022 Mutasi Keadaan Akhir ( 30 April 2023)
o. € ) Berkurang Bertambah
Bid Jumlah | Satua Nilai ( Rp. ) Juml | Nilai (Rp. | Jumla Nilai ( Rp. ) Jumlah | Satua Nilai ( Rp. )
ang n ah ) h n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.06 | DAN PEMANCAR 0 0
1.3. | KOMPUTER 352 Buah 242.718.783, - - - - 52 Buah 242.718.783,
31]2.10 00 00
1.3. | PERALATAN OLAH RAGA 1 Buah 2.000.000,00 - - - - 1 Buah 2.000.000,00
2.19
1.3. | GOLONGAN GEDUNG DAN 7 Buah 2.039.796.8 - - - 67.882.500,00 7 Buah 2.107.679.39
3 BANGUNAN 93,00 3,00
2 | 1.3. | BANGUNAN GEDUNG 7 Buah 2.039.796.89 - - - 67.882.500,00 7 Buah 2.107.679.39
4 | 3.01 3,00 3,00
TOTAL : 318 3.619.219.0 - - - 67.882.500,00 318 3.687.101.55
59,00 9,00
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2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kecamatan Pasrujambe berdasarkan Permen Nomor 54 Tahun
2010 dapat ikur dengan menunjukan tingkat capaian kinerja SKPD Kecamatan
Pasrujambe berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut
SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau
indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Pasrujambe dapat dilihat pada

lampiran tabel T.-C.23 dan Tabel T-C24, sebagai beikut :
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TABEL 2.3.1 T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Kecamatan Pasrujambe

Kabupaten lumajang tahun 2019 s/d 2023

Indikator Kinerja | Targe Target Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Tahun
NStPK Targe | Indikato Tahun
PR L 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20! | 2020 | 202 | 292 | 202 | 5419 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
ainnya 9 1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2019-2020
Niai IKM v v v 88 | 88.5 gs5.2| 898 96.82 | 101-5
Kecamatan 3 0
Persentase hasil
Jasilitasi dan v v v 85 | 86 73 | 100 g85.88 | 1162
kooordinasi yang 8
ditindaklanjuti
Rata-rata
persentase desa
yang menyusun
dokumen v v v 71 71 60 | 33 84.51 | 46.48
administrasi
pemerintahan
desa yang tepat
waktu
Persentase
pemenuhan
pelayanan 100.0 | 100.0
administrasi dan v v v 100 100 100 | 100 0 0
operasional
perkantoran
Persentase
pemenuhan
sarana dan v v \ 100 100 100 100 I 000' 011 Og' 0
prasarana
aparatur
Persentase
pemenuhan v v v 100 | 100 100 | 100 100.0 | 100.0
pelaporan capaian 0 0
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kinerja dan
keuangan

Prosentase
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan

100

100

100

100

100.0

100.0

2021

Nilai IKM
Kecamatan

88.6

88

99.32

Persentase hasil
fasilitasi dan
kooordinasi yang
ditindaklanjuti

88

83

94.32

Rata-rata
persentase desa
yang menyusun
dokumen
administrasi
pemerintahan
desa yang tepat
waktu

86

71

82.56

Persentase
Pemenuhan
fasilitasi
operasional
Perkantoran

100

100

100.0

persentase
fasilitasi
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik

100

100

100.0

persentase
desa/ kelurahan
yang terfasilitasi
pemberdayaan

100

100

100.0

persentase
pemenuhan
urusan
pemerintahan
umum

100

100

100.0
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persentase desa 100.0
tertib administrasi 100 100 0]
2022-2023

Persentase

hasil fasilitasi
dan koordinasi

yang
ditindaklanjuti

87

88

100

25

114.9

28.41

Persentase
desa yang
menyusun
dokumen
administrasi
pemerintahan
desa tepat
waktu

100

86

96

33

96.00

38.76

Persentase
pemenuhan
fasilitasi
kebutuhan
operasional
perkantoran

100

100

100

42

100.0

42.07

persentase
Pelayanan
Administrasi
Kecamatan
sesuai SP dan
SOP

100

100

100

25

100.0

25.00

rata-rata
persentase
fasilitasi
pemberdayaan
masyarakat

100

100

100

15

100.0

14.84
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Persentase
Fasilitasi
Koordinasi
Ketenteraman
dan Ketertiban
Umum

100

100

100

100.0

0.00

Persentase
Fasilitasi
Penyelenggara
an Urusan
Pemerintahan
Umum

100

100

100

25

100.0

25.00

Persentase
Desa yang
menetapkan
RKPDes Tepat
Waktu

86

86

86

0.0

100.0

0.00

Persentase
Desa yang
menetapkan
APBDes Tepat
Waktu

86

86

100

0.0

116.2

0.00

Persentase
Desa yang
menetapkan
LPPDes Tepat
Waktu

86

86

100

100

116.2

116.2
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Tabel 2.3.2
TABEL T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Pasrujambe

Kabupaten Lumajang Tahun 2019 s/d 2023

Uraian

Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun

Rasio Antara Realisasi dan
Anggaran Tahun

Rata-Rata Pertumbuhan

2019

2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

201
9

202
0

202
1

202
2

202
3

Anggaran

Realisasi

1

3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

13

14

15

16

17

18

2019-2020

PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRAS
I
PERKANTORA
N

369,727,50
0

295,629
,425

369,419

'809 294,915,

774

99.9

99.7

-74,098,075

74,504,0
35

PROGRAM
PENINGKATA
N SARANA
DAN
PRASARANA
APARATUR

318,000,00
0

126,215
,000

317,251

497 126,014,

986

99.7

99.8

-191,785,000

191,236,
511

PROGRAM
PENINGKATA
N
PENGEMBAN
GAN SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN

11,121,000

2,297,0 12,520, 2,297,00

0

112.
59

100.

-8,824,000

10,223,9
00

PROGRAM
PENYELENGG
ARAAN
PEMERINTAH
AN
KECAMATAN

404,841,50
0

310,795
475

408,001

'325 310,795,

450

100.
78

100.
00

-94,046,025

97,205,8
75

2021
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Uraian

Anggaran pada Tahun

Realisasi Anggaran pada Tahun

Rasio Antara Realisasi dan

Anggaran Tahun

Rata-Rata Pertumbuhan

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

201
9

202 | 202 202
0 1 2

202
3

Anggaran

Realisasi

1

3

4

5

8

9

10

11

12

13 14 15

16

17

18

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAH
AN DAERAH

1,580,922,
878

1,249,650,
300

1,571,259
,296

1,241,809,
999

99.3

-331,272,578

329,449,
297

PROGRAM
PEMBERDAYA
AN
MASYARAKAT
DESA DAN
KELURAHAN

17,412,25
0

15,575,00
0

17,412,25
0

15,575,00
0

100.
00

(1,837,250)

1,837,25
0

PROGRAM
PENYELENGG
ARAAN
URUSAN
PEMERINTAH
AN UMUM

1,200,000

2,400,000

1,200,000

2,400,000

100.
00

1,200,000

1,200,00
0

PROGRAM
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASA
N
PEMERINTAH
AN DESA

186,459,0
00

172,800,0
00

186,459,0
00

172,800,0
00

100.
00

13,659,000.0
0

13,659,0
00

2022-2023

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAH
AN DAERAH

1,249,650,
300

1,706,50
4,410

1,241,809,
999

412,967,
474

24.
20

456,854,110

828,842,
525

PROGRAM
PEMBERDAYA
AN
MASYARAKAT
DESA DAN
KELURAHAN

15,575,00
0

159,213,
610.0

15,575,00
0

23,610,0
00.0

100.

14.
83

143,638,610

8,035,00
0

PROGRAM
PENYELENGG
ARAAN
URUSAN
PEMERINTAH
AN UMUM

2,400,000

2,400,00
0.0

2,400,000

100.
00

2,400,00
0

PROGRAM
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASA
N

172,800,0
00

187,350,
000.0

172,800,0
00

46,770,0
00.0

100.
00

24.
96

14,550,000

126,030,
000
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Uraian

Anggaran pada Tahun

Realisasi Anggaran pada Tahun

Rasio Antara Realisasi dan
Anggaran Tahun

Rata-Rata Pertumbuhan

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

201
9

202
0

202
1

202
2

202
3

Anggaran

Realisasi

1

3

4

5

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

PEMERINTAH
AN DESA

PROGRAM
PENYELENGG
ARAAN
PEMERINTAH
AN DAN
PELAYANAN
PUBLIK

9,900,00
0.0

9,900,000

PROGRAM
KOORDINASI
KETENRAMA
N DAN
KETERTIBAN
UMUM

11,350,0
00.0

11,350,000
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Dari gambaran tabel diatas kami gambarkan penjabaran dari masing-masing tahun,

dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Penjabaran dari Tabel T. C.23 yaitu Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang periode tahun 2019-2023,
a. indicator Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Rata mencapai target:
b. Indikator Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti rata-rata
sudah mencapai target.
c. Indikator Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan

desa tepat waktu rata-rata melebihi taget.

Gambaran diatas kami sajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Target dan Realisasi Nilai IKM 5 tahun

86
84
82
80
78
76

M realisasi 5 tahun
74 -
72 -
70 -
1 2 3 4 5

Tahun ke-

angka

M target 5 tahun

Target dan Realisasi Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang
ditindaklanjuti 5 tahun

120

100 -

80 -

60 -

angka

M target 5 tahun

40 - M realisasi 5 tahun

1 2 3 4 5
Tahun ke-

2. Penjabaran Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Pasrujambe Periode tahun 2019 — 2023, setiap Program dan Kegiatan

Rata-rata tercapaian hal ini sedah terurai dalam tabel T. C.24 diatas.
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2.4

2.5

Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Perangkat Daerah Kecamatan Pasrujambe meliputi :

—

. internal Kecamatan yang terdiri dari seluruh PNS dan Tenaga Upah Bulanan,

2. Forkopimca (Camat, Koramil, Kapolsek)

3. Instansi lintas sector yang terdiri dari Koordinator Pendidikan, Puskesmas, UPT
BP Pertanian, KUA, Perhutani, Polhut, dan

4. Desa se-Kecamatan Pasrujambe yaitu Desa Pasrujambe, Jambekumbu,
Jambearum, Kertosari, Pagowan, Karanganom, Sukorejo.

5. Elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan
MUSRENBANG Desa dan Kecamatan.

Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Dalam rangka meningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan di wilayah

Kecamatan Pasrujambe serta dalam rangka mengoptimalkan Keputusan

Bupati Lumajang Nomor : 188.45/8/427.12/2022 tentang Pelimpahan

sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, maka perlu adanya mitra Kerja

dalam Pemberian layananan meliputi unsur Internal dan unsur eksternal :

a. Mitra Kerja Unsur Internal dalam rangka Pemberian Layanan diwilayah
Kecamatan Pasrujambe meliputi :

a) Koramil dan Kapolsek dalam rangka menjaga kemanan Masyarakat
diwilayah

b) Desa se-Kecamatan Pasrujambe dalam rangka Kelengkapan
administrasi masyarakat yang melakukan permohonan pelayanan.

b. Mitra Kerja Unsur Eksternal dalam rangka mendukung Pemberian Layanan

diwilayah Kecamatan Pasrujambe meliputi :

a) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mitra kerja dalam hal
layanan Penerbitan Akta Kelahiran Tuntas Di Kecamatan, Penerbitan
Akta Kematian Tuntas Di Kecamatan, Penerbitan Kartu Keluarga Tuntas
di Kecamatan, Perekaman dan Pencetakan KTP-el Tuntas Di Kecamatan,
Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Tuntas Di Kecamatan, Pelayanan
penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan dalam
Kabupaten (SKPWNI), Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan
Administrasi Kependudukan Tuntas Di Desa.

c) Kepala Bagian Kesra Mitra Kerja dalam hal hasil tindaklanjut Fasilitasi
Pada Surat Tanda Pendaftaran (STP) Yayasan Yatim Piatu Dan
Organisasi Sosial, Fasilitasi Pada Permohonan Penggalangan Dana
Sarana Sosial Dan Pribadatan,

d) Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Mitra Kerja dalam hal tindaklajut

hasil pengajuan santunan Kematian di Kecamatan.
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2.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

2.7

Badan Usaha Milik Negara yang dikelola oleh Pemerintah Daerah disebut
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kecamatan Pasrujambe sejak di tetapkannya belum ada Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) yang mana selama ini menggunakan jasa swadaya masyarakat

dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Kerjasama Perangkat Daerah

Kerjasama Perangkat Daerah Kecamatan Pasrujambe mulai tahun 2019

sampai dengan tahun 2022. Sebagai berikut :

NO NAMA PEKERJAAN NO KONTRAK NAMA PENYEDIA KET
TAHUN 2019
1 Belanja Alat Tulis 027/01/PPK/427.96/2019 | MINARNI ABADINIK
Kantor / TOKO AMINAH
2 Belanja Modal alat 027/09/PPK/427.96/2019 | BUDI HARTONO /
Penyimpanan CV. AA JAYA
Perlengkapan Kantor,
Belanja Modal
Meubelair, Belanja
Modal Home Use
3 Belanja Modal Office 027/13/PPK/427.96/2019 | SUTIMAN/ CV.
Use, Belanja Modal CITRA JAYA ABADI
Meubelair, Belanja
modal Alat Pembersih,
Belanja Modal Home
Use, Belanja Modal
Personal Komputer, dan
belanja modal peralatan
personal komputer
4 Belanja Bahan 027/011/PPK/427.96/2019 | BUDI HARTONO /
Pemeliharaan Rumah CV. AA JAYA
Negara Golongan II
5 Belanja Pakaian 027/021/PPK/427.96/2019 | LINDYAH SUSILO
Kegiatan Tertentu WARDANI / CV.
MANDA GROUP
6 Belanja Makanan dan 027/025/PPK/427.96/2019 | LINDYAH SUSILO
Minuman Kegiatan WARDANI / PT.
Tertentu MANDA
CAKRAWALA
SEMERU
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NO NAMA PEKERJAAN

NO KONTRAK

NAMA PENYEDIA

KET

7 Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Tempat

602.1/66/427.96/2019

WAHYU SUPRIYANTI
/ CV. KARYA NYATA

Parkir
8 Belanja modal alat 027/079/PPK/427.96/2019 | BUDI HARTONO /
penyimpanan CV. AA JAYA
perlengkapan kantor,
belanja modal
meubelair, belanja
modal alat pendingin,
belanja modal peralatan
personal komputer, dan
belanja modal kursi
kerja pejabat
TAHUN 2020
1 Belanja Alat Tulis 027/32/PPK/427.96/2020 | MINARNI ABADINIK
Kantor / TOKO AMINAH
2 Belanja modal Peralatan | 027/303/PPK/427.96/2020 | BUDI HARTONO /
Kantor CV. AA JAYA
3 Belanja Pembangunan | 602.1/481/427.96/2020 RISMA FAUZIAH/
Rehab Rumah Dinas CV. PURNAMA
INDAH
TAHUN 2021
1 Belanja Alat Tulis 602.1/25/427.96/2021 MINARNI ABADINIK
Kantor / TOKO AMINAH
TAHUN 2022

1 Belanja Alat Tulis
Kantor

602.1/149/427.91/2022 ,

MINARNI ABADINIK
/ TOKO AMINAH

2 Belanja Pemeliharaan
Gedung Kantor
Kecamatan Pasrujambe

602.1/1333/427.91/2022

RISMA FAUZIAH/
CV. PURNAMA
INDAH
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BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya /
yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya.Dengan membandingkan
antara Target kinerja RPD Kabupaten Lumajang tahun 2024 — 2026 dan tugas
pokok dan fungsi Kecamatan. Berdasarkan target yang akan dicapai yaitu
Mengoptimalkan  Penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan.
Pemerintahan perlu mengambil bentuk yang lebih berdaya guna dan berhasil
guna untuk kemanfaatan bagi masyarakat. Kualitas tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance) adalah prasyarat tercapainya sasaran
pembangunan suatu daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka
panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan terpercaya secara
konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan,
akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan
partisipasi masyarakat. Dari sisi penguatan kapasitas pemerintahan
(birokrasi), pemerintah daerah terus berupaya memantapkan kualitas
pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi
birokrasi nasional (RBN) di segala area perubahan yang disasar, baik
kebijakan, kelembagaan, SDM aparatur, maupun perubahan mindset dan

cultureset.

Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik
dan bersih merupakan salah satu prasyarat pembangunan untuk menciptakan
kenyamanan, keamanan dan ketertiban. Reformasi birokrasi dan pelayanan
publik yang dilakukan harus didukung oleh teknologi informasi dan IoT
(internet of thing). Karena perubahan perilaku dan interaksi masyarakat yang
saat ini banyak menggunakan sistem daring atau online. Di samping itu
reformasi yang dilakukan harus berorientasi pada kinerja yaitu hasil dan
dampak positif terhadap masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan birokrasi
yang melayani secara prima. Pelayanan prima secara harfiah berarti pelayanan
terbaik atau sangat baik. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian
pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban
aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Sejalan dengan hal itu
pelayanan prima juga diharapkan dapat memotivasi pemberi layanan lain

melakukan tugasnya dengan kompeten dan rajin. Pelayanan prima
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sebagaimana tuntutan pelayanan yang memuaskan pelanggan/masyarakat
memerlukan persyaratan bahwa setiap pemberi layanan yang memiliki kualitas
kompetensi yang profesional. Upaya peningkatan kualitas pelayanan prima
yaitu pelayanan yang cepat, tepat dan hemat di Kabupaten Lumajang
dilaksanakan melalui reformasi pelayanan publik. Reformasi perencanaan,
penganggaran dan pelaporan sebagai bentuk akuntabilitasnya dilaksanakan

melalui dukungan e-government yang terintegrasi.

Inovasi pada lingkungan instansi pemerintah menjadi sangat penting
dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah daerah menjadi
salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi.
Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan
masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi.
Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai
berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas
pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan
umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Selain diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah dan
meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya Inovasi juga
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Untuk

tercapainya hal tersebut diperlukan strategi sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang
Kecamatan, tugas camat yaitu melakukan Koordinasi bidang pemberdayaan
Masyarakat, Bidang Ketentraman dan Ketertiban, mengoordinasikan
penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,
mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
Kecamatan serta melaksanakan Pembinaan dan mengawasi
penyelenggaraan pemerintahan Desa.

b. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa
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Berdasarkan Permedagri nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi
Pemerintah Desa, dalam aturan ini dijelaskan bahwa desa berkewajiban
untuk mencukupi administrasi desa, dalam hal ini yang di jadikan tolok
ukur keberhasilan indikator kecamatan dalam hal administrasi Desa
meliputi RKPDesa, APBDesa, dan LPPDesa.

Berdasarakan uraian diatas masalah pokok, masalah dan akar masalah
dalam mencapai peningkatan Kinerja dan indikator dapat di jabarkan pada

table.T.B.35 sebagai berikut :
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Tabel 3.1 T.B.35

Masalah dan akar masalah Kecamatan Pasrujambe

Masalah pokok Masalah Akar Masalah
-1 -2 -3
Belum optimalnya | Kurangnya kesadaran Minimnya Sosialisasi
penyelenggaraan | Masyarakat akan pentingnya | administrasi
reformasi administrasi kependudukan | kependudukan
birokrasi Kepada Mayarakat di
tingkat kecamatan
dan desa
Sarana dan prasarana Dukungan sarana
pelayanan yang belum dan prasarana
sepenuhnya memadai Dispendukcapil

masih kurang

Luasan ruang
layanan yang belum
memadai

Belum optimalnya tata kelola | Kurangnya Fasilitasi
pemerintahan desa tata kelola
pemerintahan desa

3.2 Isu Strategis
1. Penelaahan Isu Nasional

Terdapat tiga isu strategis berskala nasional yang dibahas dalam
bagian ini, meliputi: (a) Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 (b) Percepatan
Pembangunan Infrastruktur (c) Percepatan Penghapusan Kemiskinan
Ekstrem (d) Penanganan Stunting, I Pengurangan Risiko Bencana.(f)
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (g) Ketahanan Pangan dan
Energi (h) Reformasi Birokrasi (i) Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif,

dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

a. Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Saat ini, negara-negara di seluruh dunia tengah berjuang untuk
memulihkan perekonomian pasca pandemi Covid-19, termasuk
Indonesia. Ada tiga kunci menuju pemulihan ekonomi pasca pandemi
Pertama, memaksimalkan terbukanya lapangan kerja dalam sektor-
sektor potensial seperti sektor digital melalui pembangunan kapasitas
dan keterampilan yang relevan. Kedua, adalah mendorong produktivitas

untuk menciptakan nilai tambah pada sektor yang menjadi sumber
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pertumbuhan ekonomi baru. Ketiga, menciptakan ekosistem untuk bumi
yang layak huni, mendorong lapangan kerja yang berkelanjutan dan
transisi sektor yang adil dan terjangkau.

Kendati demikian, Indonesia perlu waspada lantaran jumlah
penduduk yang jauh lebih besar, terutama periode tahun 2020-2030,
dimana Indonesia ingin keluar dari middle income trap. Ini menjadi
tantangan bagi generasi muda sehingga perlu meningkatkan
produktivitasnya, salah satunya dengan terlibat aktif dalam menguatkan
pertumbuhan perekonomian nasional.

b. Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Percepatan pembangunan infrastruktur khususnya Proyek Strategis
Nasional (PSN) diharapkan mampu menciptakan “value for money” dari
proses penyediaan infrastruktur yang dilakukan. Dampak dari
pembangunan infrastruktur diharapkan dapat dirasakan langsung bagi
masyarakat seperti dalam kegiatan pemenuhan pelayanan kebutuhan
dasar masyarakat, peningkatan akses konektivitas dan mobilitas,
peningkatan infrastruktur energi dan pangan, serta pemerataan dan
penerapan infrastruktur teknologi dan komunikasi.

Dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi, peran
pembangunan infrastruktur sangat penting sebagai salah satu roda
penggerak perekonomian nasional. Selain itu, infrastruktur juga memiliki
peran penting dalam mengungkit indeks persepsi dunia (usaha) terhadap
penentuan lokasi investasi yang tepat, yang secara kuantitatif
dituangkan dalam peringkat indeks kemudahan berusaha (EoDB).

Pemerintah sendiri telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik
Indonesia (Perpres) Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus
dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur. Di
dalam Perpres dinyatakan bahwa Presiden menugaskan khusus kepada
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk
melaksanakan fungsi lain dalam rangka percepatan pelaksanaan
pembangunan infrastruktur.

c. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Kemiskinan ekstrem masih jadi pekerjaan rumah yang harus
diselesaikan untuk menuju Indonesia Maju. Merujuk pada data Badan
Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem pada 2021 adalah 4

persen atau 10,86 juta jiwa. Sedangkan angka kemiskinan 26,5 juta atau
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9,71 persen. Presiden RI Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan
ekstrem bisa mencapai nol persen pada 2024.

Presiden pun telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4
Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Di
mana Inpres tersebut telah mengamanatkan kepada 22 (dua puluh dua)
Kementerian, 6 (enam) Lembaga, dan  Pemerintah  Daerah
(Gubernur/Bupati/Wali Kota) untuk mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk
melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Agar tercapai target yang diharapkan, pemerintah telah berfokus
pada kegiatan kunci. Pertama, melalui bantuan sosial dan subsidi yaitu
kelompok  program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban
pengeluaran masyarakat miskin ekstrem. Kedua, melalui pemberdayaan
masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat miskin
ekstrem, Ketiga, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dalam
rangka penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan

d. Penanganan Stunting

Percepatan penurunan stunting pada Balita adalah program prioritas
Pemerintah sebagaimana termaktub dalam RPJMN 2020-2024. Target
nasional pada tahun 2024, prevalensi stunting turun hingga 14%.
Pencegahan stunting menyasar berbagai penyebab langsung dan tidak
langsung yang memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas sektor di
seluruh tingkatan pemerintah, swasta dan dunia wusaha serta
masyarakat.

Dampak stunting pada anak-anak akan berpengaruh pada kulitas
sumber daya manusia dimasa yang akan datang. Sebagai bangsa yang
sedang berpacu untuk melakukan pembangunan nasional yang adil dan
merata, tentu membutuhkan dukungan SDM yang handal. Kebutuhan
SDM yang handal tersebut tentu akan sulit dipenuhi apabila banyak
dari anak-anak penerus bangsa yang mengalami stunting. Oleh karena
itu, Pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Percepatan
Pencegahan Stunting pada 2018-2024

e. Pengurangan Risiko Bencana

Sejak 10 tahun terakhir tren kejadian bencana di Indonesia
meningkat, terutama bencana hidrometerologi basah seperti banjir, I
beliung dan tanah longsor. Berbagai bencana yang terjadi telah

memakan korban jiwa dan kerugian yang cukup besar. Selain faktor
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alam, kompleksitas dari keragaman demografi di Indonesia juga menjadi
faktor tingginya kerentanan terhadap bencana. Tren bencana akan
semakin meningkat dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk,
urbanisasi, degradasi lingkungan, kemiskinan dan perubahan iklim
global.

Melihat tingginya risiko bencana di Indonesia maka perlu dilakukan
upaya-upaya pengurangan risiko bencana untuk mengurangi dampak
bencana baik korban jiwa, kerusakan infrastruktur, kerusakan
lingkungan dan kerugian ekonomi. Pesatnya laju pembangunan juga
berpotensi meningkatkan kerentanan, sehingga perlu menerapkan
investasi pengurangan risiko bencana dalam setiap kebijakan
pembangunan. Pengurangan risiko bencana merupakan tindakan yang
dilakukan pada saat pra bencana dimana tidak ada ancaman bencana.
Tindakan pengurangan risiko bencana harus dilihat sebagai bentuk
investasi karena memiliki multiplier effect dalam berbagai sektor
pembangunan. Mengurangi risiko bencana merupakan investasi dengan
biaya yang efektif dalam mencegah kehilangan dimasa depan
Ketahanan Pangan dan Energi

Ketahanan pangan dan ketahanan energi merupakan bagian penting
pembangunan nasional Indonesia. Hal ini mengindikasikan akan
pentingnya keberlanjutan dalam pencapaian ketahanan pangan dan
energi. Dalam lima tahun terakhir, pemerintahan Presiden Jokowi
berikhtiar memperkuat ketahanan pangan Indonesia, baik di bidang
pertanian dan bidang kelautan dan perikanan, dengan berfokus pada
tiga hal: ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan.

Adapun ketahanan energi dimaknai ketersediaan (availability) dengan
indikator sumber pasokan, kemampuan untuk membeli (affordability),
dan adanya akses (accessibility) bagi pengguna energi, serta bertahan
untuk jangka panjang (sustainability). Dalam hal ini, sumber energi tak
terbarukan masih mendominasi penggunaan energi di Indonesia. Per
Mei 2019 kontribusi energi baru dan terbarukan mencapai 13,42% total
konsumsi dari target sebesar 23% total konsumsi energi pada tahun
2025. 13 Kapasitas cadangan nasional energi tak terbarukan semakin
menipis. Cadangan minyak bumi nasional diperkirakan akan bertahan
hanya hingga tahun 2027, dengan pertumbuhan ketergantungan impor
yang semakin tinggi. Sedangkan cadangan gas alam dan batu bara

diperkirakan akan bertahan sekitar 20 tahun lagi dengan kondisi laju
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produksi yang tinggi seperti saat ini, pertumbuhan permintaan energi
domestik sebesar 7% per tahun, dan tanpa adanya eksplorasi dan

temuan cadangan baru

. Reformasi Birokrasi

Pemerintah terus melakukan reformasi birokrasi guna mewujudkan
birokrasi yang dinamis dan berkelas dunia. Reformasi birokrasi juga
diharapkan menghasilkan pelayanan publik prima yang dampaknya
dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Layanan prima harus jadi
target utama setiap unit penyelenggara pelayanan melalui langkah
kolaboratif, inovatif, dan sinergi antara instansi dalam mewujudkan visi
Presiden.

Sejalan dengan Visi Presiden Jokowi dalam kabinet Indonesia Maju,
reformasi birokrasi dipacu untuk memberikan kecepatan dalam
melayani dan kemudahan perizinan. Hal ini ditempuh dengan
pelaksanaan reformasi pelayanan publik berbasis digital. Diharapkan
masyarakat dapat memperoleh kepastian dan transparansi pada setiap
layanan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi
informasi untuk pelayanan publik dapat menjadi kunci esensial dari
reformasi birokrasi. Saat ini, pelayanan tidak hanya dituntut dalam segi
kecepatan saja, namun masyarakat juga menginginkan kemudahan dan
kepraktisan
. Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah
Serentak Tahun 2024

Pemilu 2024 akan menjadi salah satu tahapan penting mewujudkan
Visi Indonesia 2045. Pemilu 2024 diharapkan dapat menata ulang
kelembagaan bernegara dan berbangsa. Peluang penataan ulang
tersebut datang bersama dengan kehadiran pemimpin baru hasil pemilu
serentak 2024 yang memilih presiden, kepala daerah, anggota dewan
perwakilan rakyat pusat dan daerah, serta anggota dewan perwakilan
daerah.

Pelaksanaan Pemilu 2024 masih dihadapkan beberapa potensi
permasalahan di antaranya terkait distribusi logistik Pemilu, data
pemilih, kapasitas dan beban kerja petugas KPPS yang terlalu tinggi,
data hasil penghitungan suara, hingga terjadinya gugatan akhir Pilpres.
Selain itu juga ada kesulitan pemilih dalam menggunakan hak pilih,

lantaran diprediksi akan banyak surat suara.

38



Selain itu, dinamika politik yang mulai memanas perlu diimbangi
dengan etika politik. Tanpa etika yang baik dapat berdampak buruk,
seperti terjadi pertikaian dan pertentangan antar kelompok pendukung
dengan tindakan anarkis, yang dapat mengganggu keamanan dan
ketertiban di masyarakat. Kondisi demikian tentunya tidak sehat untuk
kehidupan berdemokrasi, sehingga diperlukan adanya etika politik yang

santun yang dicontohkan dengan baik oleh para elit politik

2. Isu Strategis Provinsi Jawa Timur
Penentuan isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Jawa Timur Tahun 2019-2024. Beberapa isu strategis berskala Provinsi
Jawa Timur meliputi :
a. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih tetap memprioritaskan
pengembangan sektor UMKM guna memperkuat sektor ekonomi.
Pasalnya, sektor UMKM merupakan fundamental pelaku ekonomi dan
tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur di pelosok pedesaan baik
berbasis pertanian maupun non pertanian.

UMKM di Jawa Timur telah memberikan kontribusi yang signifikan
pada PDRB. Sehingga, ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila telah
berhasil diterapkan di Jawa Timur. Di mana secara empiris ekonomi
kerakyatan telah teruji dalam dinamika ekonomi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Covid-19 telah menyebabkan
kondisi perekonomian mengalami stagnansi bahkan kontraksi. Kondisi
demikian juga terjadi di Jawa Timur. Karena itu, dalam beberapa tahun
ke depan pemulihan ekonomi terutama ekonomi kerakyatan akan tetap
menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mengingat ekonomi
kerakyatan telah menjadi tulang punggung perekonomian Jawa Timur
selama ini.

b. Konektivitas Antarwilayah
Konektivitas di Jawa Timur merupakan bagian dari konektivitas
nasional dan konektivitas nasional merupakan bagian dari konektivitas
global. Oleh sebab itu perwujudan penguatan konektivitas di Jawa Timur
perlu mempertimbangkan keterhubungan Provinsi Jawa Timur dengan
pusat-pusat perekonomian lokal, regional, nasional, dan dunia (global)

dalam rangka meningkatkan daya saing regional. Hal ini sangat penting
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dilakukan guna memaksimalkan keuntungan dari keterhubungan lokal,
regional, dan global.

Konektivitas regional menyangkut kapasitas dan kapabilitas dalam
mengelola mobilitas yang menyangkut unsur-unsur seperti: a)
personel/penumpang yang menyangkut pengelolaan lalu lintas manusia
di, dari dan ke wilayah; b) material/barang yang menyangkut mobilitas
komoditi industri dan hasil industri; dan c) material/barang yang
menyangkut lalu lintas mahluk hidup diluar manusia seperti ternak.

Adanya konektivitas antardaerah di Jawa Timur diharapkan dapat
mendorong percepatan pembangunan Jawa Timur khususnya bagian
selatan, wilayah pesisir dan daerah kepulauan. Karena itu upaya
percepatan pembangunan infrastruktur transportasi akan tetap menjadi
fokus perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk beberapa tahun
ke depan
. Peningkatan Kualitas SDM

SDM merupakan tantangan yang sangat besar bagi Provinsi Jawa
Timur, karena SDM yang rendah dapat menghambat tingkat
produktivitas dan tingkat partisipasi dalam dunia kerja dan dalam
proses produksi. Karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam
memajukan SDM yang berkualitas agar kondisi ketenagakerjaan lebih
maju dan berdaya saing.

Salah satu indikator yang menunjukkan kualitas SDM yaitu IPM. IPM
di Jawa Timur tahun 2022 yaitu sebesar 72,25, meningkat dibanding
tahun sebelumnya yang sebesar 72,14. Di antara kabupaten/kota se-
Jawa Timur, IPM Kota Surabaya merupakan yang tertinggi (82,74) dan
Sampang yang terendah (63,39). Sebanyak 17 kabupaten/kota
mempunyai IPM di atas Jawa Timur dan 21 kabupaten/kota sisanya
mempunyai [PM di bawah Jawa Timur. Nilai IPM seluruh
kabupaten/kota di Jawa Timur ini mengalami kenaikan
. Kemandirian Pangan dan Ketahanan Energi

Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Banyak komoditas pangan strategis tersedia dan berhasil di produksi
dengan baik di Jawa Timur. Komoditas tersebut seperti, gula, telur,
beras, daging ayam, daging ruminansia, jagung, serta berbagai pangan
lokal lainnya.

Untuk komoditas beras, berdasarkan kebutuhan beras nasional

sebanyak 30 juta ton per tahun, sepertiganya dipenuhi dari Jawa Timur.
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Begitu juga telur, Kabupaten Blitar memasok 30 persen kebutuhan telur
nasional. Karena surplus produksi pangan yang ada di Jawa Timur ini
bisa melimpah ke daerah-daerah konsumsi lainnya sampai ke 16
provinsi. Karena itu, langkah-langkah pengembangan dan penguatan
pangan ke depan, termasuk bagaimana menjaga kesetimbangan harga
antara hulu dan hilir penting untuk dilakukan.

Sementara itu, ketahanan energi merupakan tujuan utama dari
kebijakan energi yang tercantum pada PP Nomor 79 Tahun 2014.
Ketahanan energi berarti energi yang tersedia dapat diakses, terjangkau
dan juga ramah lingkungan. Ketersediaan energi merupakan hal penting
bagi masyarakat. Seiring dengan ketersediaan energi fosil yang makin
berkurang, transisi energi dengan konversi energi fosil ke energi baru
terbarukan harus segera dijalankan.

Provinsi Jawa Timur sendiri memiliki potensi energi baru terbarukan
yang cukup besar, mulai dari air, angin, hingga panas bumi. Potensi
energi terbarukan untuk sektor ketenagalistrikan bahkan mencapai
25.242 MW dengan dominasi tenaga surya dan angin sebesar 10.335 MW
dan 7.907 MW. Dari potensi itu, baru dimanfaatkan 320,59 MW, setara
3,28%. Karena itu, upaya untuk menjaga ketahanan energi melalui
transisi energi akan terus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa
Timur
. Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup

Potensi bencana alam di wilayah Jawa Timur diprediksi masih cukup
tinggi. Tak hanya akibat cuaca ekstrem, ada faktor lain yang membuat
Provinsi Jawa Timur masih sangat rawan mengalami bencana.
Berdasarkan pada hasil kajian risiko bencana yang dikeluarkan Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2022-2026, seluruh
kabupaten/kota di Jawa Timur masuk daftar rawan bencana.

Tercatat, ada 14 jenis potensi bencana. Mulai banjir, angin kencang,
tanah longsor, abrasi, hingga bencana geologi. Tingkat kerawanan
tersebut terbagi dalam tiga klaster. Yakni, kelas I (rendah), kelas II
(sedang), dan kelas III (tinggi). Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur,
delapan masuk kategori kelas III. Semuanya berada di wilayah pesisir
selatan Jawa Timur, yakni Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar,
Malang, Lumajang, Jember, hingga Banyuwangi. Delapan wilayah
tersebut dianggap paling rawan karena ada banyak potensi bencana

mulai gempa, banjir, tanah longsor, hingga posisinya yang berada tak
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jauh dari gunung berapi.

Sementara itu, aspek lingkungan di Jawa Timur sudah sangat kritis.
Berdasarkan penilaian Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan
Laboratorium Lingkungan, Badan Penelitian dan Inovasi menterian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P3KLL, BLI-KLHK), kondisi Sungai
Brantas, Bengawan Solo, dan beberapa industri ringan, menengah,
besar, dan sumber energi yang berasal dari batu bara dan sebagainya
sudah berada di atas ambang normal.

Jika di lihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) juga daya dukung dan daya
tampung lahan yang ada di Jawa Timur, juga cukup mengkhawatirkan.
Karena itu, upaya untuk penanganan isu lingkungan perlu pencermatan
dan prioritas yang sangat mendalam
Kualitas Pelayanan Publik

Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Jawa Timur merilis hasil penilaian
terhadap kualitas layanan publik yang diberikan kepada pemerintah
kabupaten/kota di Jawa Timur selama 2021. Hasilnya, kualitas layanan
publik di Jawa Timur tahun 2021 mengalami penurunan jika
dibandingkan dengan penilaian tahun 2019. Indikatornya adalah
berkurangnya jumlah kabupaten/kota nilai hijau dari Ombudsman.

Berdasar hasil penilaian tersebut, tercatat ada enam kabupaten dan
tiga kota yang mendapat penilaian zona hijau atau kepatuhan tinggi
menurut standar pelayanan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009. Sembilan
kabupaten/kota di Jawa Timur yang mendapatkan zona hijau adalah
Pemkab Banyuwangi, Pemkab Bondowoso, Pemkab Lumajang, Pemkab
Probolinggo, Ponorogo, dan Lamongan. Untuk pemkot, meliputi Blitar,
Malang, dan Surabaya. Sebanyak 21 kabupaten dan 6 kota masuk zona
kuning atau kepatuhan sedang. Sementara itu, dua kabupaten, yakni

Pemkab Nganjuk dan Pemkab Malang, mendapat rapor merah

. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang menjadi
lumbung suara bagi para peserta kontestansi pemilu. Sehingga, gelaran
pemilu dan pilkada tahun 2024 memiliki kerawanan dari sisi keamanan.
Dimensi keamanan dan ketertiban masyarakat bisa menjadi tak kondusif
akibat tidak suksesnya gelaran pesta demokrasi tersebut. Maka dari itu
mitigasi kemungkinan terjadinya situasi yang kurang kondusif harus
dilakukan sejak dini.
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Pemilu dan pilkada sudah seyogyanya harus bisa menciptakan
kondisi yang stabil. Masyarakat diharapkan tidak masuk pada dimensi
mobilisasi massa, ranah politik, serta melancarkan gelombang protes
yang tidak didasari aturan. Karena bisa saja protes bergelombang sampai
menimbulkan masalah bergunung-gunung. Ibarat bola salju yang turun
dari atas yang lama kelamaan membesar jadi akan berakhir di pilkada
2024. Oleh karena itu, masyarakat yang tidak puas dengan proses
maupun hasil keputusan penyelenggara pemilu, masyarakat bisa masuk
ke ranah penegakan hukum

3. Isu Strategis Kabupaten Lumajang

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menggambarkan potensi
dan tantangan pembangunan yang dihadapi suatu daerah. Kondisi ini
perlu diperhatikan karena berpengaruh dalam perencanaan pembangunan
yang secara tidak langsung berdampak pada masyarakat di masa yang
akan datang. Analisis isu strategis memiliki sifat antisipatif, karena
berdampak pada jangka panjang berupa kerugian dan peluang yang
terlewatkan jika tidak ditelaah secara mendalam. Karakteristik dari isu
strategis ini memiliki kondisi yang penting, mendesak, jangka panjang,
mendasar dalam menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Analisis isu strategis merupakan salah satu tahap dalam
perencanaan pembangunan daerah. Bagian ini dinilai penting karena
menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang
sesuai dengan potensi dan hambatan pada daerah. Proses analisis isu
strategi ini mencangkup jangka pendek dan jangka panjang untuk
menunjang pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, bagian ini juga
berfungsi sebagai salah satu dasar utama perumusan visi dan misi
pemerintah daerah.

Penyebab isu strategis menjadi salah satu dasar utama perumusan
visi dan misi adalah rumusan yang dihasilkan selaras dengan peluang serta
cita-cita masyarakat terhadap kepala daerah. Oleh karena itu, perlu
memperhatikan kriteria sebagai berikut: (i) memiliki pengaruh yang besar/
signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, (ii)
merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, (iii) memiliki
daya wungkit untuk pembangunan daerah, (iv) kemungkinan atau
kemudahannya untuk dikelola, dan (v) prioritas janji politik yang perlu
diwujudkan. Dalam hal ini, isu strategis yang dibahas merupakan intisari

dari kompilasi permasalahan pembangunan yang telah disampaikan
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sebelumnya.

Hal lain yang menjadi dasar dari penetuan isu strategis adalah arah
prioritas pembangunan periode ke IV RPJPD kabupaten Lumajang 2005-
2025. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan
dari pembangunan peride pertama, kedua, dan ketiga, maka pada periode
keempat pembangunan jangka panjang ini diprioritaskan pada perwujudan
masyarakat yang sejahtera dan bermartabat melalui pemerataan
pembangunan di seluruh wilayah.

Selain itu, pembangunan juga diprioritaskan pada pemantapan
infrastruktur sesuai dengan kebutuhan, perekonomian yang kokoh bebasis
pertanian, pariwisata dan industri, pelestarian sumberdaya alam,
pelestarian budaya, pengendalian penduduk, peningkatan PAD, dan
penegakan supremasi hukum serta pemantapan demokrasi dan kehidupan
politik

Isu-isu strategis di Kabupaten Lumajang dapat dijelaskan pada tabel
berikut :

Tabel 4. 3 Perumusan Isu Strategis Kabupaten Lumajang

Masalah Pokok Masalah Isu Strategis

Rendahnya pertumbuhan Rendahnya pertumbuhan | Ekonomi bertumpu
PDRB sektor unggulan ekonomi sektor unggulan | pada sektor pertanian
dan industri

Rendahnya kontribusi
sektor pariwisata

Rendahnya keberdayaan
masyarakat perdesaan

Rendahnya layanan
Infrastruktur Pendukung
Perekonomian

Rendahnya nilai investasi

daerah
Pengelolaan pariwisata Rendahnya kontribusi Potensi pariwisata
belum optimal sektor pariwisata belum dioptimalkan
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Masalah

Pokok Masalah

Isu Strategis

Rendahnya layanan
Infrastruktur Pendukung
Perekonomian

Rendahnya layanan
Infrastruktur Pendukung
Layanan Dasar

Belum optimalnya
pemenuhan infrastruktur
wilayah berkualitas

Infrastruktur pendukung

ekonomi dan layanan
dasar

Penurunan kualitas
lingkungan

Tingginya resiko bencana

Potensi kerawanan wilayah

Belum optimalnya tata
kelola lingkungan dan
manajemen bencana

Pelestarian lingkungan
dan ketahanan bencana

Belum optimalnya layanan
dan kualitas pendidikan
masyarakat

Belum optimalnya kualitas
pelayanan kesehatan
masyarakat

Rendahnya Produktifitas
tenaga kerja

Kurangnya peran serta
perempuan dalam
pembangunan

Belum optimalnya
pemenuhan kebutuhan
dasar masyarakat untuk
peningkatan kualitas
SDM

Peningkatan Kualitas
Sumberdaya Manusia
(SDM)

Belum optimalnya
penyelenggaraan reformasi
birokrasi

Belum Optimalnya
pemanfaatan Teknologi
Informasi dalam
Penyelenggaraan
Pemerintahan

Belum optimalnya
penyelenggaraan
Reformasi birokrasi

yang efektif, profesional,
akuntabel , dan
transparan berbasis
teknologi informasi dan
inovasi

Tata kelola
pemerintahan
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Masalah Pokok Masalah Isu Strategis

Belum berkembangnya
inovasi daerah

Belum optimalnya Peningkatan potensi Pemilu dan Pilkada
penyelenggaran ketertiban | gangguan kondusifitas Tahun 2024

umum dan ketentraman wilayah

masyarakat

Potensi kerawanan sosial
dan politik

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat disimpulkan adanya 7
isu strategis utama yang akan menjadi landasan penentuan visi dan misi
yang ada di bab 5 selanjutnya. Adapun ketujuh isu strategis tersebut
adalah sebagai berikut.

a. Ekonomi Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Industri

Pertumbuhan ekonomi dengan mengutamakan penguatan sektor
unggulan ekonomi melalui penguatan sector pertanian, penguatan
infrastruktur pendukung ekonomi, pemanfaatan potensi pariwisata
secara optimal dan pengembangan sector industry merupakan aspek
yang perlu diperhatikan di Kabupaten Lumajang.

Perlunya penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada
pengembangan jaringan infrastruktur yang terkoneksi antar wilayah,
pengembangan komoditas unggulan dan sumber daya alam. Upaya
meningkatkan daya saing pertanian tanaman pangan dalam rangka
swasembada pangan dan ketahanan pangan serta optimalisasi sektor
perikanan dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai
untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.
Pengembangan industri pengolahan, industri kreatif, pemanfaatan
tehnologi digital seiring dengan pengembangan koperasi dan usaha
mikro yang sehat dan berkualitas

b. Potensi Pariwisata belum dioptimalkan

Lumajang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi
wisata lengkap. Wisata pantai yang membentang di sepanjang pantai
selatan, Lumajang juga memiliki sederet potensi wisata pegununungan,
danau, air terjun dan potensi wisata alam lainnya. Namun demikian,
potensi wisata Lumajang belum sepenuhnya dikelola dengan optimal.
Jika hal itu dilakukan sebenarnya bisa menjadi triger atau pengungkit

bagi potensi ekonomi lainnya. Peningkatan kapasitas kelembagaan,
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peningkatan sumber daya manusia, hingga strategi menarik investor,
peningkatan aksesbilitas, peningkatan amenitas, pengembangan atraksi,
pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan promosi serta
peningkatan pendukung industry periwisata adalah upaya untuk
menjadikan pariwisata sebagai sector unggulan

. Pelestarian Lingkungan dan Ketahanan Bencana

Menurut Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang secara keseluruhan
tersebut dalam wujud fisik adalah bumi tempat berpijak, yang dalam
kenyataannya sangat terbatas dan tidak bertambah, sedangkan
manusia sebagai pengguna ruang terus tumbuh dan berkembang baik
populasi maupun kebutuhan akan seluruh aktivitasnya.

Ruang wilayah yang nyaman dapat terwujud dengan apabila

* terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan
lingkungan buatan;

* terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam
dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya
manusia; dan

* terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak
negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang

Dalam rangka mewujudkan ruang yang nyaman dan berkelanjutan
pemenuhan infrastruktur dalam konektifitas wilayah, pemenuhan
infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung perekonomian dengan
mempertimbangkan sisi ekologi, sosial kultural, dan perspektif jangka
panjang.

Terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya
resiko bencana. Oleh karena itu pentingnya tata kelola lingkungan
dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup masih merupakan
isu utama. Pembangunan fisik/ infrastruktur memperhatikan daya
dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga tercipta lingkungan
hidup yang berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan tata ruang yang
terintegrasi dengan memperhatikan perlunya penataan ruang terbuka
hijau yang lebih optimal. Pembangunan kawasan kumuh dan rumah

tidak layak huni akan menjadi prioritas utama melalui peningkatan
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prasarana, sarana dan utilitas permukiman.

Kejadian bencana alam dapat menyebabkan penurunan kualitas
lingkungan. Lingkungan hidup merupakan isu strategis baik di level
internasional, regional dan lokal. Keseimbangan dan keharmonisan
pembangunan infrastruktur dalam menunjang aktivitas ekonomi dan

sosial harus disinergikan dengan kebutuhan lingkungan sehingga terjadi

sustainable development. Pembangunan  infrastruktur  harus
memadukan  kepentingan  lingkungan, ekonomi dan = sosial
kemanusiaannya. @ Pembangunan  jalan, jembatan, pelabuhan,

transportasi perhubungan, pemukiman, rumah layak huni, kota layak
anak dan perempuan, jaringan air minum, limbah rumah tangga dan
persampahan, saluran irigasi dan sebagainya perlu mengintegrasikan
kepentingan manusia dan lingkungan hidup.

. Infrastruktur Pendukung Ekonomi dan Layanan Dasar

Pemenuhan infrastruktur yang dibangun harus memperhatikan
aspek hulu ke hilir, termasuk aspek ekonomi, sosial, budaya, dan
lingkungan sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan
infrastruktur yang berkelanjutan, yang secara terus menerus dapat
digunakan dan memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat..

Dampak dari pembangunan infrastruktur diharapkan dapat
dirasakan langsung bagi masyarakat seperti dalam kegiatan pemenuhan
pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan akses
konektivitas dan mobilitas, peningkatan infrastruktur pertanian dan
pangan, serta pemerataan dan penerapan infrastruktur teknologi dan
komunikasi

Dalam wupaya mencapai target pertumbuhan ekonomi, peran
pembangunan infrastruktur sangat penting sebagai salah satu roda
penggerak perekonomian nasional. Selain itu, infrastruktur juga
memiliki peran penting dalam mengungkit indeks persepsi dunia (usaha)
terhadap penentuan lokasi investasi yang tepat, yang secara kuantitatif
dituangkan dalam peringkat indeks kemudahan berusaha (EoDB),

Pemenuhan cakupan layanan dasar perumahan dan permukiman
antara lain penyediaan air minum regional, penyediaan sarana
pengelolaan air limbah perkotaan, dan Pembangunan TPA Regional.
Disisi lain pemenuhan Backlog rumah yang masih terbatas dan
penanganan kawasan kumuh masih belum optimal.

Inkonsistensi terhadap dokumen tata ruang menjadi permasalahan
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yang harus diselesaikan. Penataan ruang harus menjadi instrumen
keterpaduan program yang mendorong terealisasikannya pembangunan
yang efektif dan efisien serta mampu menjawab isu-isu dan
permasalahan pembangunan wilayah. Pengendalian dan pengawasan
pemanfaatan ruang harus didukung dengan penegakan hukum yang
tegas dalam mengatasi penyimpangan yang terjadi pada masyarakat
dalam pemanfaatan ruang

. Peningkatan Kualitas SDM

Pembangunan manusia yang berkualitas pada hakekatnya
merupakan suatu proses investasi jangka panjang. Upaya pemerintah
Kabupaten Lumajang dalam pembangunan manusia diupayakan melalui
berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan
standar kualitas hidup serta kapabilitas penduduk. Dengan adanya
peningkatan kualitas hidup manusia yang cukup signifikan baik dari
sisi kesehatan dan pendidikan, maka akan berkesempatan
menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif dan inovatif
dalam berkarya sehingga akan menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Kebijakan sumber daya manusia yang mempertimbangkan kesetaraan
gender. Pada sektor pendidikan berfokus pada pemerataan akses bagi
seluruh lapisan masyarakat dan peningkatan kualitas pendidikan.
Adapun peningkatan kualitas dilakukan dengan pemenuhan
sarana/prasarana kelengkapan belajar mengajar pada tiap satuan
pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Hal ini serupa
dengan isu strategis bidang pendidikan yaitu peningkatan akses
pelayanan dan kualitas layanan pendidikan dasar, kompetensi guru dan
sarana prasarana.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk
memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat
berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan
oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya
akses terhadap pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Kemiskinan tidak
hanya merupakan permasalahan/isu strategis di tingkat dunia saja.
Namun merupakan permasalahan/isu strategis di tingkat nasional
maupun provinsi. Seluruh kabupaten/kota di Indonesia berupaya
mengurangi angka kemiskinan di wilayahnya. Berbagai upaya dilakukan
Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam rangka penanggulangan

kemiskinan baik sifatnya mendukung program kemiskinan dari
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Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dan juga sebagai pelaku
dalam rangka  penanggulangan kemiskinan. Sebagai pelaku
mengandung maksud bahwa pemerintah daerah juga turut
berpartisipasi mengarahkan program/kegiatan yang ada untuk
mengurangi jumlah penduduk miskin

Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan merupakan hal yang fundamental untuk
sebuah pemerintahan. Pemerintahan perlu mengambil bentuk yang
lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kemanfaatan bagi
masyarakat. Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan suatu
daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan terpercaya secara
konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan,
akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan
partisipasi masyarakat. Dari sisi penguatan kapasitas pemerintahan
(birokrasi), pemerintah daerah terus berupaya memantapkan kualitas
pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mendukung pelaksanaan
reformasi birokrasi nasional (RBN) di segala area perubahan yang
disasar, baik kebijakan, kelembagaan, SDM aparatur, maupun
perubahan mindset dan cultureset.

Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang
baik dan bersih merupakan salah satu prasyarat pembangunan untuk
menciptakan kenyamanan, keamanan dan ketertiban. Reformasi
birokrasi dan pelayanan publik yang dilakukan harus didukung oleh
teknologi informasi dan IoT (internet of thing). Karena perubahan
perilaku dan interaksi masyarakat yang saat ini banyak menggunakan
sistem daring atau online. Di samping itu reformasi yang dilakukan
harus berorientasi pada kinerja yaitu hasil dan dampak positif terhadap
masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan birokrasi yang melayani secara
prima. Pelayanan prima secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau
sangat baik. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan
prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban
aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Sejalan dengan hal itu
pelayanan prima juga diharapkan dapat memotivasi pemberi layanan
lain melakukan tugasnya dengan kompeten dan rajin. Pelayanan prima

sebagaimana tuntutan pelayanan yang memuaskan
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pelanggan /masyarakat memerlukan persyaratan bahwa setiap pemberi
layanan yang memiliki kualitas kompetensi yang profesional. Upaya
peningkatan kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat
dan hemat di Kabupaten Lumajang dilaksanakan melalui reformasi
pelayanan publik. Reformasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan
sebagai bentuk akuntabilitasnya dilaksanakan melalui dukungan e-
government yang terintegrasi.

Inovasi pada lingkungan instansi pemerintah menjadi sangat penting
dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah daerah
menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib
melakukan inovasi. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan
pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan
daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang
tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip
sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan
kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada
kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai
kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah dan
meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya
Inovasi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi

birokrasi

. Pemilu dan Pilkada Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi payung
hukum pelaksanaan pemilu serentak nasional 2024 yang meliputi
pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif, dan pemilu kepala
daerah.

Dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 ini,
diharapkan para penyelenggara pemilu dapat berkomitmen
melaksanakannya dengan baik agar demokrasi tetap hidup dan semakin
berkualitas, melahirkan pemerintahan yang memiliki legitimasi yang
kuat.

Kampanye yang dilakukan secara langsung maupun melalui media
massa dan media sosial seringkali diwarnai oleh Politik Identitas. Hal

tersebut selain berdampak buruk terhadap proses konsolidasi
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demokrasi Indonesia, juga berakibat pada polarisasi yang mengganggu
integrasi bangsa Indonesia. Sehingga untuk mencegah terjadinya Politik
Indentitas dan polarisasi pada Pemilu 2024 mendatang maka pemangku
kebijakan perlu melakukan pemetaan dan menentukan langkah-
langkah strategis untuk mereduksi praktik Politik Identitas tersebut
Adapun masalah yang akan dihadapi diantaranya Beban Tugas KPPS,
Pendistribusian Logistik, Validasi Data Pemilih, Politik Uang, dan
Penyebaran Hoax atau Hate Speech saat masa Kampanye sangat
berpotensi menimbulkan gangguan keamanan
4. Isu strategis Kecamatan Pasrujambe

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menggambarkan potensi
dan tantangan pembangunan yang dihadapi suatu daerah. Kondisi ini perlu
diperhatikan karena berpengaruh dalam perencanaan pembangunan yang
secara tidak langsung berdampak pada masyarakat di masa yang akan
datang. Analisa isu strategis memiliki sifat antisipatif, karena berdampak
pada jangka panjang berupa kerugian dan peluang yang terlewatkan jika
tidak ditelaah secara mendalam. Karakteristik dari isu strategis ini memiliki
kondisi yang penting, mendesak, jangka panjang, mendasar dalam
menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Analisis isu strategis merupakan tahap terakhir dalam perencanaan
pembangunan daerah. Bagian ini dinilai penting karena menentukan proses
penyusunan rencana pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi dan
hambatan pada daerah tersebut. Proses analisis isu strategi ini
mencangkup jangka pendek dan jamgka panjang untuk menunjang sistem
berkelanjutan.

Penyebab isu strategis menjadi salah satu dasar utama perumusan
perencanaan pembangunan daerah adalah rumusan yang dihasilkan
selaras dengan peluang serta cita-cita masyarakat terhadap kepala daerah.
Oleh karena itu, perlu memperhatikan kriteria sebagai berikut: (i) memiliki
pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran
pembangunan nasional, (ii) merupakan tugas dan tanggung jawab
Pemerintah Daerah, (iii) memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah,
(iv) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola, dan (v) prioritas janji
politik yang perlu diwujudkan.

Dalam hal ini, isu strategis yang dibahas merupakan intisari dari
kompilasi permasalahan pembangunan yang telah disampaikan

sebelumnya. Dimana, isu strategis terkait dengan masalah di wilayah
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kecamatan pasrujambe, perumusan isu strategis Kecamatan Pasrujambe

dapat digambarkan pada table berikut :

Masalah Pokok Masalah Isu Strategis
-1 -2 -3

Kurangnya kesadaran Belum optimalnya Minimnya

Masyarakat akan penyelenggaraan Sosialisasi

pentingnya administrasi | reformasi birokrasi administrasi

kependudukan kependudukan
Kepada Mayarakat
di tingkat
kecamatan dan desa

Sarana dan prasarana Dukungan sarana

pelayanan yang belum dan prasarana

sepenuhnya memadai Dispendukcapil
masih kurang
Luasan ruang
layanan yang belum
memadai

Belum optimalnya tata Kurangnya Fasilitasi

kelola pemerintahan desa tata kelola
pemerintahan desa

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat disimpulkan adanya 4 isu
strategis utama yang akan menjadi landasan penentuan visi dan misi yang
ada di bab 5 selanjutnya. Adapun ketujuh isu strategis tersebut adalah
sebagai berikut :

a. Minimnya Sosialisasi administrasi kependudukan Kepada Mayarakat di
tingkat kecamatan dan desa

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta
dalam rangka meningkatkan kesadaran masyrakat atas pentingnya hal
tersrbut perlu dilakukan sosialiasasi di tingkat Kecamatan.

Sosialisasi ini bertujuan supaya masyarakat melek administrasi
kependudukan dan memberikan wawasan kepada masyarakat akan
pentingnya mengurus administrasi kependudukan untuk masa sekarang
dan masa yang akan datang.

b. Dukungan sarana dan prasarana Dispendukcapil masih kurang

Dalam rangka mengoptimalkan Pelayanan di Kecamatan Pasrujambe
diperlukan standart pelayanan yang sesuai agar pelayanan dapat
dilaksanakan dengan optimal.

c. Luasan ruang layanan yang belum memadai

Standart sarana layanan yang baik meliputi adanya ruang merokok,
Tempat Cuci tangan, tempat sholat, Toilet, Ruang tunggu, antian
elektonik, dan ruang layanan.
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Sehubungan dengan hal diatas bahwasanya ruang tunggu di
Kecamatan yang sempit sehingga jika ada masyarakat yang mengajukan
pelayanan masih banyak yang mengantri di luar oleh karena itu perlu
dilakukan perluasan ruang tunggu pelayanan agar masyarakat nyaman
dalam menerima layanan.

. Kurangnya Fasilitasi tata kelola pemerintahan desa

Fasilitasi tata kelola pemerintahan desa adalah kegiatan yang wajib
dilakukan oleh Tim binwas Kecamatan agar kegiatan administrasi desa
terutama pada fasilitasi pelaksanaan RKPdes, APBdes, serta pelaporan
Desa (LPPD).

Dalam hal mengoptimalkan kegiatan diatas perlu dilakukan Rakor
setiap bulan serta pembinaan rutin setiap bulan agar pelaporan dan
adminitrasi desa dapat disusun sesuai dengan ketentuan serta pelaporan

dapat dilaksanakan tepat waktu.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka
menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur
kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran
merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang
diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.
Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 3 (tiga) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/
Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program
Perangkat Daerah (Permendagri 86 Tahun 2017). Dengan demikian dapat
ditarik benang merah: sasaran menjelaskan tujuan, tujuan diturunkan secara
operasional dari penjabaran Rancangan Perangkat Daerah Kabupaten
Lumajang. Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lumajang 2024-2026, dalam
rangka mewujudkan pembangunan Daerah di atas Kecamatan Pasrujambe
perlu menjabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur,
sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kecamatan Pasrujambe, tujuan dan sasaran Rencana

Strategis Kecamatan Pasrujambe, sebagai berikut :

1. Tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pasrujambe adalah
Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi.

2. Sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pasrujambe adalah
1) Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan

2) Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa

Dalam mencapai tujuan dan sasaran perlu adanya tolak ukur (indikator)
keberhasilan, tolak ukur keberhasilan tersaji dalam tabel TC-25 sebagai

berikut :
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Tabel 4.1 — TC-25

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kantor

Kecamatan Pasrujambe

dibagi Jumlah seluruh
desa diwilayah
kecamatan dikali 3
dokumen administrasi
Pemerintahan desa
dikali 100

; Tar
Tujuan Sasaran Indikator Satuan Forn.lula51 £
Benghitungan 2024 | 2025 | 2026
1 2 3 4 5 6 7 8
Optimalnya Indeks Angka Hasil Penghitungan 60.1 60.2 60.3
penyelenggaraan Pelayanan Indeks Pelayanan (B-) (B-) (B-)
reformasi birokrasi Publik Publik Kabupaten
Meningkatnya | Persentase Persen | Jumlah Hasil Fasilitasi | 90.24 | 92.68 | 95.24
Penyelenggara | hasil fasilitasi dan Koordinasi yang
an Pelayanan dan ditindaklanjuti dibagi
Publik di koordinasi Jumlah Fasilitasi dan
Kecamatan yang Koordinasi dikali 100
ditindaklanjuti
Meningkatnya | Rata - rata Persen | Jumlah Desa yang 85.71 | 90.48 | 95.24
akuntabilitas persentase menyusun RKPDes
Pemerintahan | Desa yang tepat waktu
Desa menyusun + Jumlah Desa yang
dokumen menyusun APBDes
administrasi tepat waktu
Pemerintahan + Jumlah Desa yang
Desa tepat menyusun LPPDes
waktu tepat waktu

Dalam hal penentuan sasaran perlu adanya penjelasan konkrit agar tidak

terjadi kesalahan dalam penafsiran sasaran, berjelasan dari sasaran dan

Indikatornya sebagai berikut :

a. Sasara

Indikator

: Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa

Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen

administrasi pemerintahan desa tepat waktu

56




Formulasi :

(Jumlah desa yang meyusun RKPDesa tepat waktu +
Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu
+Jumlah Desa yang menyusun LPPdesa tepat waktu
Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan x 3 Dokumen
administrasi pemerintahan desa

x 100%

Penjelasan :
e Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintahan desa pada definisi ini
adalah RKPDesa, APBDesa, LPPDesa yang disusun tepat waktu.
1. RKP dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling
lambat akhir bulan September.
2. APBDesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa

paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

LPPDesa dikatakan tepat waktu, disampaikan oleh Kepala Desa kepada
Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah
berakhirnya tahun anggaran.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan

Indikator : Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti
Formulasi :

Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti

1009
Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi x %

Penjelasan :
Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti adalah Jumlah Seluruh Aktivitas
Fasilitasi dan Koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai

kewenangan Kecamatan.

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah
Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan
penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai
yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah, cascading harus
dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis
memiliki keterkaitan sebab akibat (causality), serta memiliki keterkaitan
sinergitas (aligment). Tujuan adalah pernyataan tentang keadaan di mana
suatu organisasi atau perusahaan ingin mencapai ini dan pernyataan tentang

keadaan organisasi di masa depan sebagai upaya bersama.
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Cascading Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pasrujambe yang mana
memuat Tujuan, sasaran, Program, kegiatan, sub kegiatan beserta indicator

pada masing-masing sebagaimana terjasaji dalam tabel sebagai berikut :
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Tabel 4.2

Cascading Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pasrujambe

Tujuan/Sasaran

Program /Kegiatan/Sub- Program/ Kgglatan/ Sub- Indikator Satuan Formulasi Penghitungan
. Kegiatan
Kegiatan
1 2 3 4 S
Optimalnya penyelenggaraan Indeks Pelayanan Publik Angka Hasil Penghitungan Indeks
reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Kabupaten
Meningkatnya Persentase hasil fasilitasi dan Persen Jumlah Hasil Fasilitasi dan
penyelenggaraan pelayanan koordinasi yang ditindaklanjuti Kpordinasi yang ditindaklanjuti
publik di kecamatan dibagi o
Jumlah Fasilitasi dan
Koordinasi dikali 100
Terselenggaranya fasilitasi PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Persentase pemenuhan fasilitasi Persen Jumlah fasilitasi kebutuhan
kebutuhan operasional kantor PEMERINTAHAN DAERAH kebutuhan operasional operasional kantor yang
KABUPATEN/KOTA perkantoran dipenuhi dibagi Jumlah
fasilitasi kebutuhan
operasional kantor yang
direncanakan dikali 100
Terfasilitasinya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan | Persentase fasilitasi Persen Jumlah fasilitasi penyusunan
dokumen perencanaan, Evaluasi Kinerja Perangkat penyusunan dokumen dokumen Perencanaan,
penganggaran dan evaluasi Daerah Perencanaan, Penganggaran, Penganggaran, dan Evaluasi
kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Kinerja yang dipenuhi di bagi
fasilitasi penyusunan dokumen
Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja dikali
100
Tersusunnya Dokumen Penyusunan Dokumen Jumlah  Dokumen Dokumen Jumlah  Dokumen
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat Perencanaan  Perangkat Perencanaan  Perangkat
Daerah Daerah Daerah Daerah
Tersedianya Dokumen RKA- Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dokumen Jumlah Dokumen RKA-SKPD

SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-

SKPD

Dokumen RKA- SKPD

dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD

dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD
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Tujuan/Sasaran

Program /Kegiatan/Sub-

Program /Kegiatan/Sub- . Indikator Satuan Formulasi Penghitungan
. Kegiatan
Kegiatan

1 2 3 4 S
Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan
Perubahan RKA-SKPD dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Laporan Hasil Koordinasi Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Koordinasi Penyusunan
Penyusunan Dokumen Dokumen Perubahan RKA- Dokumen Perubahan RKA-
Perubahan RKA-SKPD SKPD SKPD
Tersedianya Laporan Capaian Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Laporan Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD dan Laporan Kinerja SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Hasil Koordinasi Penyusunan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Capaian Kinerja dan
Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Laporan Jumlah Laporan Evaluasi
Perangkat Daerah Daerah Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah yang

dilaporkan

Terpenuhinya fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat | persentase fasilitasi Persen Jumlah fasilitasi

administrasi keuangan Perangkat

Daerah

Daerah

administrasi keuangan
Perangkat Daerah

administrasi keuangan
Perangkat Daerah yang
dipenuhi di bagi jumlah
fasilitasi administrasi
keuangan Perangkat Daerah
yang direncanakan di kali
100

Tersedianya Gaji dan Tunjangan
ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

Orang/ Bulan

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

Tersedianya Administrasi Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi
ASN Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN
Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan | Jumlah Dokumen Dokumen Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Penatausahaan dan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

SKPD

Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
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Tujuan/Sasaran

Program /Kegiatan/Sub-

Program /Kegiatan/Sub- . Indikator Satuan Formulasi Penghitungan
. Kegiatan
Kegiatan
1 2 3 4 S
Terlaksananya Koordinasi Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Koordinasi Dokumen Jumlah Dokumen Koordinasi
dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dan Pelaksanaan dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD
Tersedianya Laporan Keuangan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Laporan Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan Laporan | Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun SKPD dan Akhir Tahun SKPD dan
Hasil Koordinasi Penyusunan SKPD Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Koordinasi
Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan
SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD
Tepenuhinya fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah | Persentase fasilitasi Persen Jumlah fasilitasi
administrasi Barang Milik Daerah | pada Perangkat Daerah Administrasi BMD Perangkat Administrasi BMD Perangkat
Daerah Daerah yang dipenuhi di
bagi jumlah fasilitasi
Administrasi BMD Perangkat
Daerah yang direncanakan
dikali 100
Tersedianya Rencana Penyusunan Perencanaan Jumlah Rencana Dokumen Jumlah Rencana
Kebutuhan Barang Milik Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang Milik Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD Milik Daerah SKPD Daerah SKPD Daerah SKPD
Terlaksananya Penatausahaan Penatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan Laporan Jumlah Laporan
Barang Milik Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD
Terpenuhinya administrasi Administrasi Kepagawaian Persentase fasilitasi Persen Jumlah fasilitasi Administrasi
kepegawaian Perangkat Daerah Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian PD Kepegawaian PD yang dipenuhi
di bagi jumlah fasilitasi
Administrasi Kepegawaian PD
yang direncanakan dikali 100
Tersedianya Pakaian Dinas Pengadaan Pakaian Dinas Beserta | Jumlah Paket Pakaian Dinas Paket Jumlah Paket Pakaian Dinas
beserta Atribut Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan beserta Atribut Kelengkapan
Kelengkapan
Terlaksananya Pendidikan dan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Orang Jumlah Pegawai Berdasarkan

Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi

Tugas dan Fungsi yang
Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan

Tugas dan Fungsi yang
Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan
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Tujuan/Sasaran

Program /Kegiatan/Sub-

Program /Kegiatan/Sub- . Indikator Satuan Formulasi Penghitungan
. Kegiatan
Kegiatan
1 2 3 4 S
Terpenuhinya administrasi umum | Administrasi Umum Perangkat persentase pemenuhan Persen Jumlah fasilitasi administrasi
Perangkat Daerah Daerah fasilitasi administrasi umum umum Perangkat Daerah yang
Perangkat Daerah dipenuhi di bagi Jumlah
fasilitasi administrasi umum
Perangkat Daerah yang
direncanakan dikali 100
Tersedianya Komponen Instalasi Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Paket Jumlah Paket
Listrik /Penerangan Bangunan Listrik /Penerangan Bangunan Komponen Instalasi Komponen Instalasi
Kantor Kantor Listrik /Penerangan Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang Bangunan Kantor yang
Disediakan Disediakan
Tersedianya Bahan Logistik Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Paket Jumlah Paket Bahan
Kantor Kantor Logistik Kantor yang Logistik Kantor yang
Disediakan Disediakan
Tersedianya Barang Cetakan dan | Penyediaan Barang Cetakan dan | Jumlah Paket Barang Cetakan Paket Jumlah Paket Barang Cetakan
Penggandaan Penggandaan dan Penggandaan dan Penggandaan
yang Disediakan yang Disediakan
Tersedianya Bahan/Material Penyediaan bahan /Material Jumlah Paket Bahan/Material Paket Jumlah Paket Bahan/Material
yang Disediakan yang Disediakan
Terlaksananya Fasilitasi Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Laporan Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Laporan Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD SKPD Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi
SKPD SKPD
Terpenuhinya Barang Milik Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase pengadaan BMD 100% Jumlah BMD yang dipenuhi di
Daerah Perangkat Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan bagi Jumlah BMD yang
Daerah direncanakan dikali 100
Tersedianya Peralatan dan Mesin | Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan Unit Jumlah Unit Peralatan dan

Lainnya

Lainnya

Mesin Lainnya yang Disediakan

Mesin Lainnya yang Disediakan
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. Kegiatan
Kegiatan
1 2 3 4 S
Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Fasilitasi Jasa Persen Jumlah Fasilitasi Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan | Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang urusan Penunjang urusan
Daerah Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah yang
dipenuhi dibagi jumlah
Fasilitasi Jasa Penunjang
urusan Pemerintahan Daerah
yang direncanakan dikali 100
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Laporan Jumlah  Laporan
Surat Menyurat Penyediaan Jasa  Surat Penyediaan Jasa  Surat
Menyurat Menyurat
Tersedianya Jasa Komunikasi, Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Jumlah Laporan Penyediaan
Sumber Daya Air dan Listrik sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang Daya Air dan Listrik yang
Disediakan Disediakan
Tersedianya Jasa Pelayanan Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Jumlah Laporan Penyediaan
Umum Kantor Umum Jasa Pelayanan Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan yang Disediakan
Terpenuhinya pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pemeliharaan BMD Persen Jumlah BMD yang
Barang Milik Daerah Penunjang Daerah Penunjang urusan mendapatkan pemeliharaan
Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah dibagi Jumlah BMD yang
direncanakan dikali 100
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas Unit Jumlah Kendaraan Dinas
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Operasional atau Laprangan Operasional atau Laprangan
Perizinan Kendaraan Dinas Perizinan Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan yang Dipelihara dan
Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan dibayarkan Pajak dan dibayarkan Pajak dan
perizinannya perizinannya
Terlaksananya Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Unit Jumlah Peralatan dan
Peralatan dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang Mesin Lainnya yang
Mesin Lainnya Dipelihara Dipelihara
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Unit Jumlah Gedung Kantor dan

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
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. Kegiatan
Kegiatan
1 2 3 4 S
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi PROGRAM PENYELENGGARAAN persentase Pelayanan PATEN Persen Jumlah pelayanan paten
penyelenggaraan pemerintahan PEMERINTAHAN DAN sesuai SP dan SOP yang dilaksanakan sesuai SP
dan penyelenggaraan publik PELAYANAN PUBLIK dan SOP dibagi Jumlah
pelayanan yang diajukan
oleh masyarakat dikali 100
Meningkatnya Koordinasi Koordinasi Penyelenggaraan Persentase Koordinasi Persen Jumlah koordinasi
Penyelenggaraan Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan penyelenggaraan kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Pemerintahan di Tingkat pemerintahan di Kecamatan pemerintahan yang
. Recamatan dilaksanakan dibagi Jumlah
koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan yang
direncanakan x 100
Meningkatnya Efektifitas Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah  Dokumen Dokumen Jumlah  Dokumen
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat | Pemerintahan di Peningkatan  Efektifitas Peningkatan  Efektifitas
Kecamatan Tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan di Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Urusan Pelaksanaan Urusan Persentase fasilitasi Persen Jumlah fasilitasi
Pemerintahan yang Dilimpahkan | Pemerintahan yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pelaksanaan Urusan
kepada Camat kepada Camat Pemerintahan  yang Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada Camat Dilimpahkan kepada Camat
yang dilaksanakan
dibanding Jumlah fasilitasi
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada Camat
dikali 100
Terlaksananya Urusan Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan Laporan Jumlah Laporan
Pemerintahan  yang Terkait | Pemerintahan yang Terkait Kewenangan Lain yang Pelaksanaan Kewenangan
dengan Kewenangan Lain | déngan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Lain yang Dilimpahkan

yangDilimpahkan

Dilimpahkan
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. Kegiatan
Kegiatan
1 2 3 4 S
Meningkatnya Kegiatan PROGRAM PEMBERDAYAAN rata-rata persentase fasilitasi Persen Jumlah (persentase fasilitasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa | MASYARAKAT DESA DAN pemberdayaan masyarakat kegiatan pemberdayaan
KELURAHAN masyarakat desa+Persentase

pemberdayaan dan
kesejahteraan keluarga tk
kecamatan) dibagi 2

Meningkatnya Koordinasi Koordinasi Kegiatan persentase fasilitasi kegiatan Persen jumlah fasilitasi kegiatan

Kegiatan Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Desa pemberdayaan masyarakat pemberdayaan masyarakat

desa desa yang dilaksanakan dibagi

jumlah fasilitasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
desa yang direncanakan dikali
100

Meningkatnya Partisipasi Peningkatan Partisipasi Jumlah Lembaga Lembaga Jumlah Lembaga

Masyarakat dalam Forum Masyarakat dalam Forum Kemasyarakatan yang Kemasyarakatan Kemasyarakatan yang

Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Berpartisipasi dalam Berpartisipasi  dalam

Pembangunan Pembangunan di Desa Forum  Musyawarah Forum  Musyawarah

di Desa Perencanaan Pembangunan di Perencanaan Pembangunan di

Desa Desa

Terlaksananya Sinkronisasi Sinkronisasi Program Kerja dan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Dokumen Jumlah Dokumen Sinkronisasi

Program Kerja dan Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Program Kerja dan Kegiatan Program Kerja dan Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat yang Masyarakat yang Dilakukan oleh | Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat

Dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah dan Swasta di yang Dilakukan oleh yang Dilakukan oleh

Swasta di Wilayah Kerja Wilayah Kerja Kecamatan Pemerintah dan Swasta di Pemerintah dan Swasta di

Kecamatan Wilayah Kerja Kecamatan Wilayah Kerja Kecamatan

Meningkatnya Efektifitas Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Laporan Laporan Jumlah Laporan

Kegiatan Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat di Peningkatan Efektivitas Peningkatan Efektivitas

Masyarakat di Wilayah
Kecamatan

Wilayah Kecamatan

Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan

Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
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. Kegiatan
Kegiatan
1 2 3 4 S
Terlaksananya Pemberdayaan Pemberdayaan dan Persentase Pemberdayaan Persen Jumlah Fasilitasi
dan Kesejahteraan Keluarga Kesejahteraan Keluarga dan Kesejahteraan Pemberdayaan dan
Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kecamatan dan Keluarga Kesejahteraan Keluarga
Kelurahan Kelurahan Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan yang
dilaksanakan dibagi Jumlah
Fasilitasi Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga
Tingkat Kecamatan yang
direncanakan x 100
Terlaksananya Pembentukan dan | Pembentukan dan Penumbuhan Jumlah Keluarga yang Keluarga Jumlah Keluarga yang
Penumbuhan Karakter Keluarga Karakter Keluarga Melalui Mengikuti Pembentukan dan Mengikuti Pembentukan dan
Melalui Peningkatan Kesadaran Peningkatan Kesadaran Penumbuhan Karakter Penumbuhan Karakter
Masyarakat akan Pentingnya Masyarakat akan Pentingnya Keluarga Melalui Peningkatan Keluarga Melalui Peningkatan
Penghayatan dan Pengamalan Penghayatan dan Pengamalan Kesadaran Masyarakat akan Kesadaran Masyarakat akan
Pancasila dalam Semua Aspek Pancasila dalam Semua Aspek Pentingnya Penghayatan dan Pentingnya Penghayatan dan
Kehidupan Bermasyarakat, Kehidupan Bermasyarakat, Pengamalan Pancasila dalam Pengamalan Pancasila dalam
Berbangsa, dan Bernegara Berbangsa, dan Bernegara Semua Aspek Kehidupan Semua Aspek Kehidupan
Bermasyarakat, Berbangsa, Bermasyarakat, Berbangsa,
dan Bernegara dan Bernegara
Terlaksananya Peningkatan Peningkatan Ketahanan Pangan Jumlah Keluarga yang Keluarga Jumlah Keluarga yang
Ketahanan Pangan Keluarga Mengikuti Peningkatan Mengikuti Peningkatan
Keluarga Ketahanan Pangan Keluarga Ketahanan Pangan Keluarga
Terlaksananya Peningkatan Peningkatan Kesadaran Keluarga | Jumlah Keluarga yang Keluarga Jumlah Keluarga yang

Kesadaran Keluarga dalam
Mewujudkan Rumah Sehat dan
Layak Huni serta Kesadaran
Hukum tentang Kepemilikan
Rumah

dalam Mewujudkan Rumah Sehat
dan Layak Huni serta Kesadaran
Hukum tentang Kepemilikan
Rumah

Mengikuti Peningkatan
Kesadaran Keluarga dalam
Mewujudkan Rumah Sehat dan
Layak Huni serta Kesadaran
Hukum tentang Kepemilikan
Rumah

Mengikuti Peningkatan
Kesadaran Keluarga dalam
Mewujudkan Rumah Sehat dan
Layak Huni serta Kesadaran
Hukum tentang Kepemilikan
Rumah
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. Kegiatan
Kegiatan
1 2 3 4 S
Terlaksananya Penumbuhan Penumbuhan Kesadaran Jumlah Keluarga yang Keluarga Jumlah Keluarga yang
Kesadaran Keluarga dalam Keluarga dalam Peningkatan Mengikuti Penumbuhan Mengikuti Penumbuhan
Peningkatan Derajat Kesehatan Derajat Kesehatan Keluarga dan | Kesadaran Keluarga dalam Kesadaran Keluarga dalam
Keluarga dan Lingkungan dengan | Lingkungan dengan Menerapkan | Peningkatan Derajat Kesehatan Peningkatan Derajat Kesehatan
Menerapkan Perilaku Hidup Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Keluarga dan Lingkungan Keluarga dan Lingkungan
Bersih dan Sehat Dengan Menerapkan Perilaku Dengan Menerapkan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat Hidup Bersih dan Sehat
Terlaksananya Penumbuhan Penumbuhan Kesadaran Jumlah Keluarga yang Keluarga Jumlah Keluarga yang
Kesadaran Keluarga dalam Keluarga dalam Peningkatan Mengikuti Penumbuhan Mengikuti Penumbuhan
Peningkatan Taraf Hidup Taraf Hidup Keluarga Melalui Kesadaran Keluarga dalam Kesadaran Keluarga dalam
Keluarga Melalui Kehidupan Kehidupan Berkoperasi dan Peningkatan Taraf Hidup Peningkatan Taraf Hidup
Berkoperasi dan Pengembangan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Keluarga melalui Kehidupan Keluarga melalui Kehidupan
Ekonomi Lainnya Berkoperasi dan Berkoperasi dan
Pengembangan Ekonomi Pengembangan Ekonomi
Lainnya Lainnya
Terlaksananya  Keluarga Pelatihan Keluarga Tanggap Jumlah Keluarga yang Keluarga Jumlah Keluarga yang
Tanggap Bencana Bencana Rumah Tangga Mengikuti Pelatihan Mengikuti Pelatihan
Rumah Tangga Keluarga Tanggap Bencana Keluarga Tanggap Bencana
Rumah Tangga Rumah Tangga
Terlaksananya Penumbuhan dan | Penumbuhan dan Peningkatan Jumlah Keluarga yang Keluarga Jumlah Keluarga yang
Peningkatan Kesadaran Keluarga | Kesadaran Keluarga dalam Mengikuti Penumbuhan dan Mengikuti Penumbuhan dan
dalam Keterlibatan Perencanaan Keterlibatan Perencanaan Peningkatan Kesadaran Peningkatan Kesadaran
Kehidupan Menuju Kehidupan Menuju Keluarga Keluarga dalam Keterlibatan Keluarga dalam Keterlibatan
KeluargaBerkualitas Berkualitas Perencanaan Kehidupan Perencanaan Kehidupan
Menuju Keluarga Berkualitas Menuju Keluarga Berkualitas
Meningkatnya Koordinasi PROGRAM KOORDINASI Persentase Fasilitasi Koordinasi Persen Jumlah Fasilitasi Koordinasi

Ketentraman dan Ketertiban
Umum

KETENRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

Ketenteraman dan Ketertiban
Umum

Ketenteraman dan Ketertiban
Umum yang dilaksanakan
dibagi Jumlah Koordinasi
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum yang direncanakan x
100
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. Kegiatan
Kegiatan
1 2 3 4 S
Terlaksananya Koordinasi upaya | Koordinasi upaya Jumlah Faslitasi Koordinasi Fasilitasi Jumlah Faslitasi Koordinasi
penyelenggaraan ketentraman penyelenggaraan ketentraman Upaya Penyelenggaraan Upaya Penyelenggaraan
dan ketertiban umum dan ketertiban umum Ketentraman dan Ketertiban Ketentraman dan Ketertiban
Umum Umum yang dilaksanakan
Terlaksananya Sinergitas dengan | sinergitas dengan kepolisian Jumlah Laporan Hasil Laporan Jumlah Laporan Hasil
Kepolisian Negara Republik negara republik Indonesia, Sinergitas dengan Kepolisian Sinergitas dengan Kepolisian
Indonesia, Tentara Nasional Tentara Nasional Indonesia dan Negara Republik Indonesia, Negara Republik Indonesia,
Indonesia dan Instansi instansi vertikal di wilayah Tentara Nasional Indonesia Tentara Nasional Indonesia
Vertikal di Wilayah kecamatan dan Instansi Vertikal di dan Instansi Vertikal di
Kecamatan Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan
Terlaksananya Harmonisasi Harmonisasi Hubungan dengan | Jumlah Laporan Laporan Jumlah Laporan
Hubungan dengan Tokoh Agama | Tokoh Agama dan Tokoh Pelaksanaan Harmonisasi Pelaksanaan Harmonisasi
dan Tokoh Masyarakat Masyarakat Hubungan dengan Tokoh Hubungan dengan Tokoh
Agama dan Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat Masyarakat
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi | PROGRAM PENYELENGGARAAN | Persentase Fasilitasi Persen Jumlah Fasilitasi
Penyelenggaraan Urusan URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum yang
dilaksanakan dibagi Jumlah
Fasilitasi Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
Umum yang direncanakan x
100
Terlaksananya Penyelenggaraan Penyelenggaraan Urusan Jumlah Fasilitasi Fasilitasi Jumlah Fasilitasi

Urusan Pemerintahan Umum
sesuai Penugasan Kepala Daerah

Pemerintahan Umum sesuai
Penugasan Kepala Daerah

Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum

Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Umum yang

dilaksanakan
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. Kegiatan
Kegiatan
1 2 3 4 S

Terlaksananya Pembinaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Orang Jumlah Orang yang Mengikuti
Wawasan Kebangsaan dan dan Ketahanan Nasional dalam Pembinaan Wawasan Pembinaan Wawasan
Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Kebangsaan dan Ketahanan Kebangsaan dan Ketahanan
rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Nasional dalam rangka Nasional dalam rangka
Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undangj Undang . Meman.tapkan Pengamalan Meman.tapkan Pengamalan

g ’ D N Republik Indonesia | Pancasila, Pelaksanaan Pancasila, Pelaksanaan

asar Negara Repu , ,
Pelaksanaan Undanngndang Tahun 1945, Pelestarian Undang-Undang Dasar Negara Undang-Undang Dasar Negara
Dasar N.egara Republik Bhinneka Tunggal Ika serta Republik Indonesia Tahun Republik Indonesia Tahun
Indonesia Tahun 1945, Pemertahanan dan Pemeliharaan | 1945, Pelestarian Bhinneka 1945, Pelestarian Bhinneka
Pelestarian Bhinneka Tunggal | Keutuhan Negara Kesatuan Tunggal Ika serta Tunggal Ika serta
Ika serta Pemertahanan dan Republik Indonesia Pemertahanan dan Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan Pemeliharaan Keutuhan Negara Pemeliharaan Keutuhan Negara
Negara Kesatuan Republik Kesatuan Republik Indonesia Kesatuan Republik Indonesia
Indonesia
Terlaksananya Pembinaan Pembinaan Kerukunan Antar Jumlah Orang yang Mengikuti Orang Jumlah Orang yang Mengikuti
Kerukunan Antar Suku dan Suku dan Intra Suku, Umat Pembinaan Kerukunan Antar Pembinaan Kerukunan Antar
Intra Suku, Umat Beragama, Beragama, Ras, dan Golongan Suku dan Intra Suku , Umat Suku dan Intra Suku , Umat
Ras, dan Golongan Lainnya Lainnya Guna Mewujudkan Beragama, Ras, dan Golongan Beragama, Ras, dan Golongan
G M adk Stabilit Stabilitas Keamanan Lokal, Lainnya Guna Mewujudkan Lainnya Guna Mewujudkan
una vlewujudxan Sablrttas | posional, dan Nasional Stabilitas Keamanan Stabilitas Keamanan
egional, dan Nasiona

Keaman?n Lokal, Regional, Lokal, Lokal, Regional, dan Nasional
dan Nasional Regional, dan Nasional
Terlaksananya Tugas Pelaksanaan Tugas Forum Jumlah Dokumen Tugas Dokumen Jumlah Dokumen Tugas
Forum Koordinasi Koordinasi Pimpinan di Forum Koordinasi Forum Koordinasi

Pimpinan di Kecamatan

Kecamatan

Pimpinan di Kecamatan

Pimpinan di Kecamatan
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. Kegiatan
Kegiatan
1 2 3 4 S
Meningkatnya akuntabilitas Rata - rata persentase Desa Persen Jumlah Desa yang menyusun
Pemerintahan Desa yang RKPDes tepat waktu
menyusun dokumen + Jumlah Desa yang menyusun
administrasi APBDes tepat waktu
Pemerintahan Desa tepat + Jumlah Desa yang menyusun
waktu LPPDes tepat waktu
dibagi Jumlah seluruh desa
diwilayah kecamatan dikali 3
dokumen administrasi
Pemerintahan desa dikali 100
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi | PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Desa yang Persen Jumlah desa yang menetapkan
Pembinaan dan Pengawasan PENGAWASAN PEMERINTAHAN menetapkan RKPDes Tepat RKPDes tepat waktu dibagi
Pemerintahan Desa DESA Waktu Jumlah desa x 100
Persentase Desa yang Jumlah desa yang menetapkan
menetapkan APBDes Tepat APBDEs tepat waktu dibagi
Waktu Jumlah desa x 100
Persentase Desa yang Jumlah desa yang menetapkan
menetapkan LPPDes Tepat LPPDEs tepat waktu dibagi
Waktu Jumlah desa x 100
Terlaksananya Fasilitasi, Fasilitasi, Rekomendasi dan Persentase Fasilitasi, Persen Jumlah Fasilitasi,
Rekomendasi dan Koordinasi Koordinasi Pembinaan dan rekomendasi dan koordinasi rekomendasi dan koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan Pengawasan Pemerintahan Desa pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan
Pemerintahan Desa pemerintahan desa pemerintahan desa yang
dilaksanakan dibagi jumlah
Fasilitasi, rekomendasi dan
koordinasi pembinaan dan
pengawasan pemerintahan
desa yang di rencanakan
kali 100
Terlaksananya Fasilitasi Fasilitasi Penyusunan Peraturan | Jumlah Dokumen yang Dokumen Jumlah Dokumen yang

Penyusunan Peraturan Desa dan
Peraturan Kepala Desa

Desa dan Peraturan Kepala Desa

Difasilitasi dalam rangka
Penyusunan Peraturan Desa
dan Peraturan

Kepala Desa

Difasilitasi dalam rangka
Penyusunan Peraturan Desa
dan Peraturan

Kepala Desa
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. Kegiatan
Kegiatan

1 2 3 4 S
Terlaksananya  Fasilitasi Fasilitasi Administrasi Tata Jumlah Dokumen yang Dokumen Jumlah Dokumen yang
Administrasi  Tata Pemerintahan Desa Difasilitasi dalam rangka Difasilitasi dalam rangka
Pemerintahan Desa Administrasi Tata Administrasi Tata

Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa

Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan | Jumlah Dokumen Fasilitasi Dokumen Jumlah Dokumen Fasilitasi

Kepala Desa

Kepala Desa

dalam rangka
Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa

dalam rangka
Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Kecamatan Pasrujambe

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah
yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam
upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan
daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang
disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam
memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien
sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah
(value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi
kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting
dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan
mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan
dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku
kepentingan. Oleh karena itu, strategi selanjutnya diturunkan dalam
sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari
upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta
merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi
pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh
untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara
lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun
periode pembangunan yang akan datang (periode tiga tahunan);

2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian
pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta
permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis
pembangunan daerah;

3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk
mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman
yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan
daerah);

4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success
factors) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari

strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
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5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi
eksternal yang dihadapi; serta

6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran
pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah
kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam
perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management).

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana

tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan

serangkaian arah kebijakan. Suatu strategi yang baik harus
dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling
bertolak belakang;

2. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan
pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment
masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;

3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan
dalam proses internal Pemerintah Daerah; dan

4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling
melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.
Berdasarkan wuraian konsep tersebut di atas, Strategi

Pembangunan yang ditempuh oleh kecamatan pasrujambe meliputi :

a. Meningkatkan kesadaran Masyarakat akan pentingnya administrasi

kependudukan
b. Menyediakan Sarana dan prasarana pelayanan yang memadai
c. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan desa
5.2 Arah Kebijakan Kecamatan Pasrujambe
Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha

pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan
dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam
menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan
pembangunan Kecamatan Pasrujambe juga merupakan pedoman
untuk menentukan tahapan pembangunan selama tiga tahun guna
mencapai sasaran Renstra secara bertahap untuk penyusunan

dokumen Renstra Tahun 2024-2026.
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Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai
pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar
selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan
selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan
merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai
dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan yang akan disusun Kecamatan Pasrujambe
selama 3 (tiga) tahun merupakan cara yang dilakukan untuk
mencapai trategi yang telah ditentukan diatas. Adapun arah
kebijakan untuk mencapai trategi yang akan dicapai sebagai berikut :
1. Meningkatkan\ Sosialisasi administrasi kependudukan Kepada

Mayarakat di tingkat kecamatan dan desa
2. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana Kependudukan
3. Melakukan Rahabilitasi ruang layanan agar memadai
4. Meningkatkan Fasilitasi tata kelola pemerintahan desa;
Secara garis besar uraian strategi dan arah kebijakan sudah terurai
diatas hal ini dapat dilihat secara terperinci yang mana arah strategi
dan kebijakan sudah sejalan dengan Rencana Pembanguanan Daerah
serta sudah sejalan dengan tujuan dan sasaran Kecamatan

Pasrujambe, hal ini dapat dilihat dari Tabel TC-26 sebagai berikut :
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Tabel 5.1 TC-26

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
-1 -2 -3 -4
Optimalnya Meningkatnya Meningkatkan Meningkatkan\ Sosialisasi administrasi
penyelenggaraan penyelenggaraan kesadaran Masyarakat | kependudukan Kepada Mayarakat di tingkat
reformasi birokrasi pelayanan publik di akan pentingnya kecamatan dan desa
kecamatan administrasi
kependudukan

Menyediakan Sarana
dan prasarana
pelayanan yang
memadai

Melakukan pengadaan sarana dan prasarana
Kependudukan

Melakukan Rahabilitasi ruang layanan agar
memadai

Meningkatnya akuntabilitas
Pemerintahan Desa

Mengoptimalkan tata
kelola pemerintahan
desa

Meningkatkan Fasilitasi tata kelola pemerintahan
desa
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BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui
Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan / anggaran
yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dampak kegiatan kepada
kesejahteraan masyarakat serta kemampuan APBD Kabupaten untuk

mendanai.

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan
Pasrujambe selama 3 (tiga) tahun ke depan (2024-2026) diarahkan
untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang selama 3 (tiga) tahun ke
depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan
tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan
kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan
dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari
pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.
Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam
kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan
juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun program dan kegiatan serta Pendanaan Kecamatan

Pasrujambe adalah tersaji pada table TC-27. sebagaimana berikut :
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TABEL 6.1 TC-27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang

K Sasaran Capaian . . 1?1
Program /K Formulasi awal tahun 2024 2025 2026 Akhir Periode Lo
o Program/K . . . t
d | egiatan/Su eglatap /Su Indikator Satuan | Penghitun | perencanaan K kg
g
. b-Kegiatan gan (Tahun si
e b-Kegiatan 2022) er
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp ja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 é 17
Terselengga | PROGRAM Persentase | Persen | Jumlah 10 Persen | 10 Persen 10 Persen 10  Persen 10  Persen
ranya PENUNJAN | pemenuha fasilitasi 0 0 1,880, 0 2,006, 0 2,182,3 0 6,069,
fasilitasi G URUSAN | n fasilitasi kebutuhan 469,57 515,98 40,751 326,31
kebutuhan | PEMERINT | kebutuhan operasiona 6 7 4
operasional | AHAN operasiona 1 kantor
kantor DAERAH l yang
KABUPATE | perkantora dipenuhi
o N/KOTA n dibagi
= Jumlah
~ fasilitasi
kebutuhan
operasiona
1 kantor
yang
direncanak
an dikali
100
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K Sasaran Capaian . . ni
Program /K Formulasi awal tahun 2024 2025 2026 Akhir Periode Lo
o | Program/K . . . t
d | egiatan/Su eglatap/ Su Indikator Satuan | Penghitun | perencanaan K ksjt
g
. b-Kegiatan gan (Tahun si
e b-Kegiatan 2022) er
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp ja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | ¢ |17
2 | Terfasilitasi | Perencanaa | Persentase | Persen | Jumlah 10 Persen | 10 Persen Rp | 10  Persen Rp | 10 Persen Rp | 10  Persen
0 | nya n, fasilitasi fasilitasi 0 0 8,407, 0 17,428 0 18,044, 0 43,879
1 | penyusuna | Penganggar | penyusuna penyusuna 000 ,000 500 ,500
n dokumen | an, dan n n
perencanaa | Evaluasi dokumen dokumen
n, Kinerja Perencana Perencana
penganggar | Perangkat an, an,
an dan Daerah Pengangga Pengangga
evaluasi ran, dan ran, dan
kinerja Evaluasi Evaluasi
Perangkat Kinerja Kinerja
Daerah yang
dipenuhi
di bagi
fasilitasi
penyusuna
n
dokumen
Perencana
an,
Pengangga
ran, dan
Evaluasi
Kinerja
dikali 100
1 | Tersusunny | Penyusuna | Jumlah Dokum | Jumlah 2  Dokum 2  Dokum 3  Dokum 2  Dokum 7 Dokum
a n Dokumen en Dokumen en en 1,410, en 4,480, en | 3,247,5 en 9,137,
Dokumen Dokumen Perencana Perencana 000 000 00 500
Perencanaa | Perencanaa | an an
n n Perangkat Perangkat
Perangkat Perangkat Daerah Daerah
Daerah Daerah
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K Sasaran Capaian . . ni
Program /K Formulasi awal tahun 2024 2025 2026 Akhir Periode Lo
o | Program/K . . . t
d | egiatan/Su eglatap/ Su Indikator Satuan | Penghitun | perencanaan K ksjt
g
. b-Kegiatan gan (Tahun si
e b-Kegiatan 2022) er
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp ja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | ¢ |17
2 | Tersediany Koordinasi Jumlah Dokum | Jumlah 1  Dokum Dokum Dokum Dokum Dokum
a dan Dokumen en Dokumen en en 1,878, en 2,692, en | 3,256,0 en 7,826,
Dokumen Penyusuna | RKA-SKPD RKA-SKPD 000 000 00 000
RKA-SKPD n dan dan
dan Dokumen Laporan Laporan
Laporan RKA- SKPD | Hasil Hasil
Hasil Koordinasi Koordinasi
Koordinasi Penyusuna Penyusuna
Penyusuna n n
n Dokumen Dokumen
Dokumen RKA-SKPD RKA-SKPD
RKA-
SKPD
3 | Tersediany Koordinasi Jumlah Dokum | Jumlah 1 Dokum Dokum Dokum Dokum Dokum
a Dokumen | dan Dokumen en Dokumen en en | 664,00 en 1,628, en | 2,067,0 en 4,359,
Perubahan Penyusuna | Perubahan Perubahan 0 000 00 000
RKA-SKPD n RKA-SKPD RKA-SKPD
dan Dokumen dan dan
Laporan Perubahan | Laporan Laporan
Hasil RKA-SKPD Hasil Hasil
Koordinasi Koordinasi Koordinasi
Penyusuna Penyusuna Penyusuna
n Dokumen n n
Perubahan Dokumen Dokumen
RKA-SKPD Perubahan Perubahan
RKA-SKPD RKA-SKPD
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K Sasaran Capaian . . ni
Program /K Formulasi awal tahun 2024 2025 2026 Akhir Periode Lo
o | Program/K . . . t
d | egiatan/Su eglatap/ Su Indikator Satuan | Penghitun | perencanaan K ksjt
g
. b-Kegiatan gan (Tahun si
e b-Kegiatan 2022) er
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp ja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | ¢ |17
6 | Tersediany Koordinasi Jumlah Lapora | Jumlah 5 | Lapora Lapora Lapora Lapora 15 | Lapora
a Laporan dan Laporan n Laporan n n 2,199, n 4,016, n 4,862,0 n 11,077
Capaian Penyusuna | Capaian Capaian 000 000 00 ,000
Kinerja n Laporan Kinerja Kinerja
dan Capaian dan dan
Ikhtisar Kinerja dan | Ikhtisar Ikhtisar
Realisasi Ikhtisar Realisasi Realisasi
Kinerja Realisasi Kinerja Kinerja
SKPD dan Kinerja SKPD dan SKPD dan
Laporan SKPD Laporan Laporan
Hasil Hasil Hasil
Koordinasi Koordinasi Koordinasi
Penyusuna Penyusuna Penyusuna
n Laporan n Laporan n Laporan
Capaian Capaian Capaian
Kinerja dan Kinerja Kinerja
Ikhtisar dan dan
Realisasi Ikhtisar Ikhtisar
Kinerja Realisasi Realisasi
SKPD Kinerja Kinerja
SKPD SKPD
7 | Terlaksana Evaluasi Jumlah Lapora | Jumlah 8 | Lapora Lapora Lapora Lapora 24 | Lapora
nya Kinerja Laporan n Laporan n n 2,256, n 4,612, n 4,612,0 n 11,480
Evaluasi Perangkat Evaluasi Evaluasi 000 000 00 ,000
Kinerja Daerah Kinerja Kinerja
Perangkat Perangkat Perangkat
Daerah Daerah Daerah
yang
dilaporkan
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K Sasaran Capaian . . ni
Program /K Formulasi awal tahun 2024 2025 2026 Akhir Periode Lo
o | Program/K . . . t
d | egiatan/Su eglatap /Su Indikator Satuan | Penghitun | perencanaan K ksjt
g
. b-Kegiatan gan (Tahun si
e b-Kegiatan 2022) er
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp ja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | ¢ |17
2 | Terpenuhin | Administra | persentase | Persen | Jumlah 10 Persen | 10  Persen 10  Persen 10  Persen 10  Persen
0 | ya fasilitasi | si fasilitasi fasilitasi 0 0 1,315, 0 1,492, 0 1,557,8 0 4,366,
2 | administras | Keuangan administra administra 892,23 761,71 44,711 498,65
i keuangan | Perangkat si si 7 1 9
Perangkat Daerah keuangan keuangan
Daerah Perangkat Perangkat
Daerah Daerah
yang
dipenuhi
di bagi
jumlah
fasilitasi
administra
si
keuangan
Perangkat
Daerah
yang
direncanak
an di kali
100
1 | Tersediany Penyediaan | Jumlah Orang/ | Jumlah 13 Orang/ | 12 Orang/ 12 Orang/ 12 Orang/ 12 Orang/
a Gaji dan Gaji dan Orang Bulan | Orang /1 12 | /1 12 1,284, | /1 12 1,457, | /1 12 | 1,522,4 | /3 12 4,264,
Tunjangan Tunjangan yang yang 2 Bulan 2 Bulan | 270,48 2 Bulan | 774,71 2 Bulan 18,711 6 Bulan | 463,90
ASN ASN Menerima Menerima 7 1 9
Gaji dan Gaji dan
Tunjangan Tunjangan
ASN ASN
2 | Tersediany Penyediaan | Jumlah Dokum | Jumlah 12 Dokum | 12 Dokum 12 Dokum 12 Dokum 36 Dokum
a Administra Dokumen en Dokumen en en | 28,644 en | 28,644 en | 28,644, en | 85,932
Administra si Hasil Hasil ,000 ,000 000 ,000
si Pelaksanaa | Penyediaa Penyediaa
Pelaksanaa | n Tugas n n
n Tugas ASN Administra Administra
ASN si si
Pelaksana Pelaksana
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K Sasaran Capaian . . ni
Program /K Formulasi awal tahun 2024 2025 2026 Akhir Periode Lo
o | Program/K . . . t
d | egiatan/Su eglatap/ Su Indikator Satuan | Penghitun | perencanaan K ksjt
g
. b-Kegiatan gan (Tahun si
e b-Kegiatan 2022) er
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp ja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | ¢ |17
an Tugas an Tugas
ASN ASN
3 | Terlaksana Pelaksanaa | jumlah Dokum | Jumlah 12 Dokum | 12 Dokum 12 Dokum 12 Dokum 36 Dokum
nya n Dokumen en Dokumen en en - en 2,376, en | 2,376,0 en 4,752,
Penatausah | Penatausah | penatausa Penatausa 000 00 000
aan aan dan haan haan
dan Pengujian/ | 4an dan
Pengujian/ | Verifikasi Pengujian/ Pengujian/
Verifikasi Keuangan Verifikasi Verifikasi
Keuangan SKPD Keuangan Keuangan
SKPD SKPD SKPD
4 | Terlaksana Koordinasi Jumlah Dokum | Jumlah 12 Dokum | 12 Dokum 12 Dokum 12 Dokum 36 Dokum
nya dan Dokumen en Dokumen en en 1,800, en 1,800, en | 1,800,0 en 5,400,
Koordinasi Pelaksanaa | Koordinasi Koordinasi 000 000 00 000
dan n dan dan
Pelaksanaa | Akuntansi Pelaksana Pelaksana
n SKPD an an
Akuntansi Akuntansi Akuntansi
SKPD SKPD SKPD
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K Sasaran Capaian . . ni
Program /K Formulasi awal tahun 2024 2025 2026 Akhir Periode Lo
o | Program/K . . . t
d | egiatan/Su eglatap/ Su Indikator Satuan | Penghitun | perencanaan K ksjt
g
. b-Kegiatan gan (Tahun si
e b-Kegiatan 2022) er
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp ja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | ¢ |17
S | Tersediany Koordinasi Jumlah Lapora | Jumlah 1  Lapora 1  Lapora 1  Lapora 1  Lapora 3 Lapora
a Laporan dan Laporan n Laporan n n 1,177, n 2,167, n | 2,606,0 n 5,950,
Keuangan Penyusuna | Keuangan Keuangan 750 000 00 750
Akhir n Laporan Akhir Akhir
Tahun Keuangan Tahun Tahun
SKPD dan Akhir SKPD dan SKPD dan
Laporan Tahun Laporan Laporan
Hasil SKPD Hasil Hasil
Koordinasi Koordinasi Koordinasi
Penyusuna Penyusuna Penyusuna
n Laporan n Laporan n Laporan
Keuangan Keuangan Keuangan
Akhir Akhir Akhir
Tahun Tahun Tahun
SKPD SKPD SKPD
2 | Tepenuhiny | Administra | Persentase Persen | Jumlah 10 Persen | 10 Persen 10 Persen 10  Persen 10 Persen
0 | a fasilitasi si Barang fasilitasi fasilitasi 0 0 3,504, 0 5,798, 0 6,674,0 0 15,976
3 | administras | Milik Administra Administra 000 000 00 ,000
i Barang Daerah si BMD si BMD
Milik pada Perangkat Perangkat
Daerah Perangkat Daerah Daerah
Daerah yang
dipenuhi
di bagi
jumlah
fasilitasi
Administra
si BMD
Perangkat
Daerah
yang
direncanak
an dikali
100
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K Sasaran . Capaian . . ni
Program /K Formulasi awal tahun 2024 2025 2026 Akhir Periode Lo
o | Program/K . . . t
d | egiatan/Su eglatap/ Su Indikator Satuan | Penghitun | perencanaan K ksjt
g
. b-Kegiatan gan (Tahun si
e b-Kegiatan 2022) er
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp ja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | ¢ |17
1 | Tersediany Penyusuna | Jumlah Dokum | Jumlah 2  Dokum 2  Dokum 2  Dokum 2  Dokum 6 Dokum
a Rencana n Rencana en Rencana en en | 768,00 en 1,994, en | 2,870,0 en 5,632,
Kebutuhan | Perencanaa | Kebutuhan Kebutuhan 0 000 00 000
Barang n Barang Barang
Milik Kebutuhan | Milik Milik
Daerah Barang Daerah Daerah
SKPD Milik SKPD SKPD
Daerah
SKPD
6 | Terlaksana Penatausah | Jumlah Lapora | Jumlah 12 | Lapora | 12 | Lapora 12 | Lapora 12 | Lapora 36 | Lapora
nya aan Barang | Laporan n Laporan n n 2,736, n 3,804, n 3,804,0 n 10,344
Penatausah | Milik Penatausa Penatausa 000 000 00 ,000
aan Barang | Daerah haan haan
Milik pada SKPD | Barang Barang
Daerah Milik Milik
pada SKPD Daerah Daerah
pada SKPD pada SKPD
2 | Terpenuhin | Administra | Persentase Persen | Jumlah 10 Persen 0 Persen 10 Persen 0  Persen 10 Persen
0 | ya si fasilitasi fasilitasi 0 - 0 7,200, 8,400,0 0 15,600
5 | administras | Kepagawaia | Administra Administra 000 00 ,000
i n si si
kepegawaia | Perangkat Kepegawai Kepegawai
n Daerah an PD an PD
Perangkat yang
Daerah dipenuhi
di bagi
jumlah
fasilitasi
Administra
si
Kepegawai
an PD
yang
direncanak
an dikali
100
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K Sasaran . Capaian . . ni
Program /K Formulasi awal tahun 2024 2025 2026 Akhir Periode Lo
o | Program/K . . . t
d | egiatan/Su eglatap/ Su Indikator Satuan | Penghitun | perencanaan K ksjt
g
. b-Kegiatan gan (Tahun si
e b-Kegiatan 2022) er
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp ja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | ¢ |17
2 | Tersediany | Pengadaan | Jumlah Paket | Jumlah 0 Paket 0 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket
a Pakaian | Pakaian Paket Paket - 7,200, 8,400,0 15,600
Dinas Dinas Pakaian Pakaian 000 00 ,000
beserta Beserta Dinas Dinas
Atribut Atribut beserta beserta
Kelengkapa | Kelengkapa | Atribut Atribut
n nnya Kelengkap Kelengkap
an an
9 | Terlaksana | Pendidikan | Jumlah Orang | Jumlah 0 orang 0 | Orang 0 | Orang Orang 0 | Orang
nya dan Pegawai Pegawai - -
Pendidikan | Pelatihan Berdasark Berdasark
dan Pegawai an Tugas an Tugas
Pelatihan Berdasarka | dan Fungsi dan Fungsi
Pegawai n Tugas yang yang
Berdasarka | dan Fungsi | Mengikuti Mengikuti
n Tugas Pendidikan Pendidikan
dan Fungsi dan dan
Pelatihan Pelatihan
2 | Terpenuhin | Administra | persentase Persen | Jumlah 10 Persen | 10 Persen 10 Persen 10  Persen 10  Persen
0 | ya si Umum pemenuha fasilitasi 0 0 94,310 0 112,76 0 121,83 0 328,90
6 | administras | Perangkat n fasilitasi administra ,039 0,476 8,740 9,255
i umum Daerah administra si umum
Perangkat si umum Perangkat
Daerah Perangkat Daerah
Daerah yang
dipenuhi
di bagi
Jumlah
fasilitasi
administra
si umum
Perangkat
Daerah
yang
direncanak
an dikali
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K Sasaran Capaian . . r[1J1
Program /K Formulasi awal tahun 2024 2025 2026 Akhir Periode Lo
o | Program/K . . . t
d | egiatan/Su eglatap /Su Indikator Satuan | Penghitun | perencanaan K ksjt
g
. b-Kegiatan gan (Tahun si
e b-Kegiatan 2022) er
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp ja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | ¢ |17
100
1 | Tersediany Penyediaan | Jumlah Paket | Jumlah 1 Paket 1 Paket Paket 1 Paket 3 Paket
a Komponen Paket Paket 3,630, 3,630, 3,630,0 10,890
Komponen Instalasi Komponen Komponen 000 000 00 ,000
Instalasi Listrik/Pen | Instalasi Instalasi
Listrik erangan Listrik/Pe Listrik /Pe
/Peneranga | Bangunan nerangan nerangan
n Kantor Bangunan Bangunan
Bangunan Kantor Kantor
Kantor yang yang
Disediakan Disediakan
4 | Tersediany Penyediaan | Jumlah Paket | Jumlah ) Paket ) Paket Paket 5 Paket 15 Paket
a Bahan Bahan Paket Paket 36,458 38,639 40,435, 115,53
Logistik Logistik Bahan Bahan , 759 ,946 260 3,965
Kantor Kantor Logistik Logistik
Kantor Kantor
yang yang
Disediakan Disediakan
S | Tersediany | Penyediaan | Jumlah Paket | Jumlah 2 Paket 2 Paket Paket 2 Paket 6 Paket
a Barang Barang Paket Paket 7,568, 10,722 11,045, 29,336
Cetakan Cetakan Barang Barang 280 ,530 480 ,290
dan dan Cetakan Cetakan
Pengganda Pengganda | dan dan
an an Pengganda Pengganda
an an
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K Sasaran . Capaian . . ni
Program /K Formulasi awal tahun 2024 2025 2026 Akhir Periode Lo
o | Program/K . . . t
d | egiatan/Su eglatap /Su Indikator Satuan | Penghitun | perencanaan K ksjt
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yang yang
Disediakan Disediakan
7 | Tersediany Penyediaan | Jumlah Paket | Jumlah 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 3 Paket
a bahan Paket Paket 1,800, 1,800, 1,800,0 5,400,
Bahan/Mat | /Material Bahan/Ma Bahan/Ma 000 000 00 000
erial terial yang terial yang
Disediakan Disediakan
8 | Terlaksana | Fasilitasi Jumlah Lapora | Jumlah 12 Lapora | 12 Lapora 12 Lapora 12 Lapora 36 Lapora
nya Kunjungan Laporan n Laporan n n 4,383, n 5,138, n | 5,138,0 n | 14,659
Fasilitasi Tamu Fasilitasi Fasilitasi 000 000 00 ,000
Kunjungan Kunjungan Kunjungan
Tamu Tamu Tamu
9 | Terlaksana Penyelengg | Jumlah Lapora | Jumlah 12 Lapora | 12 Lapora 12 Lapora 12 Lapora 36 Lapora
nya araan Laporan n Laporan n n | 40,470 n | 52,830 n | 59,790, n | 153,09
Penyelengg | Rapat Penyelengg Penyelengg ,000 ,000 000 0,000
araan Koordinasi araan araan
Rapat dan Rapat Rapat
Koordinasi Konsultasi Koordinasi Koordinasi
dan SKPD dan dan
Konsultasi Konsultasi Konsultasi
SKPD SKPD SKPD
2 | Terpenuhin | Pengadaan | Persentase 100% | Jumlah O Persen | 10 Persen 10  Persen 10  Persen 10 Persen
0 | ya Barang Barang pengadaan BMD yang 0 50,146 0 54,198 0 121,32 0 225,66
7 | Milik Milik BMD dipenuhi ,500 ,000 3,000 7,500
Daerah Daerah di bagi
Perangkat Penunjang Jumlah
Daerah Urusan BMD yang
Pemerintah direncanak
an Daerah an dikali
100
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6 | Tersediany Pengadaan | Jumlah Unit Jumlah 0 Unit 7 Unit 2 Unit 2 Unit 11 Unit
a Peralatan | Peralatan Unit Unit 50,146 54,198 121,32 225,66
dan Mesin dan Mesin Peralatan Peralatan ,500 ,000 3,000 7,500
Lainnya Lainnya dan Mesin dan Mesin
Lainnya Lainnya
yang yang
Disediakan Disediakan
2 | Terpenuhin | Penyediaan | Persentase | Persen | Jumlah 10 Persen | 10  Persen 10 Persen 10  Persen 10 Persen
0 | yafasilitasi | Jasa Fasilitasi Fasilitasi 0 0 232,97 0 234,17 0 235,46 0 702,60
8 | Jasa Penunjang Jasa Jasa 0,800 0,800 6,800 8,400
Penunjang Urusan Penunjang Penunjang
Urusan Pemerintah | urusan urusan
Pemerintah | an Daerah Pemerinta Pemerinta
an Daerah han han
Daerah Daerah
yang
dipenuhi
dibagi
jumlah
Fasilitasi
Jasa
Penunjang
urusan
Pemerinta
han
Daerah
yang
direncanak
an dikali
100
1 | Terlaksana Penyediaan | Jumlah Lapora | Jumlah 12 Lapora | 12 Lapora 12 Lapora 12 Lapora 36 Lapora
nya Jasa Surat Laporan n Laporan n n 1,200, n 2,400, n | 2,400,0 n 6,000,
Penyediaan | Menyurat Penyediaa Penyediaa 000 000 00 000
Jasa Surat n Jasa n Jasa
Menyurat Surat Surat
Menyurat Menyurat
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2 | Tersediany Penyediaan | Jumlah Lapora | Jumlah 12 Lapora | 12 Lapora 12 Lapora 12 Lapora 36 Lapora
a Jasa Jasa Laporan n Laporan n n | 33,796 n | 33,796 n | 33,796, n | 101,38
Komunikasi | Komunikasi | Penyediaa Penyediaa ,000 ,000 000 8,000
, Sumber , sumber n Jasa n Jasa
Daya Air Daya Air Komunika Komunika
dan Listrik dan Listrik si, Sumber si, Sumber
Daya Air Daya Air
dan Listrik dan Listrik
yang yang
Disediakan Disediakan
4 | Tersediany Penyediaan | Jumlah Lapora | Jumlah 12 Lapora | 12  Lapora 12 Lapora 12 Lapora 36 Lapora
a Jasa Jasa Laporan n Laporan n n | 197,97 n 197,97 n 199,27 n | 595,22
Pelayanan Pelayanan Penyediaa Penyediaa 4,800 4,800 0,800 0,400
Umum Umum n Jasa n Jasa
Kantor Pelayanan Pelayanan
Umum Umum
Kantor Kantor
yang yang
Disediakan Disediakan
2 | Terpenuhin | Pemelihara | Persentase Persen | Jumlah 10 Persen | 10 Persen 10 Persen 10  Persen 10 Persen
0 | ya an Barang Pemelihara BMD yang 0 0 175,23 0 82,199 0 112,74 0 370,18
9 | pemelihara | Milik an BMD mendapatk 9,000 ,000 9,000 7,000
an Barang Daerah an
Milik Penunjang pemelihara
Daerah urusan an dibagi
Penunjang Pemerintah Jumlah
Urusan an Daerah BMD yang
Pemerintah direncanak
an Daerah an dikali
100
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1 | Tersediany | Penyediaan | Jumlah Unit Jumlah 12 Unit | 12 Unit 12 Unit 12 Unit 36 Unit
a Jasa Jasa Kendaraan Kendaraan 37,289 37,149 37,149, 111,58
Pemelihara Pemelihara Dinas Dinas ,000 ,000 000 7,000
an, Biaya an, Biaya Operasion Operasion
Pemelihara | Pemelihara | al atau al atau
an, Pajak an, Pajak, Laprangan Laprangan
dan dan yang yang
Perizinan Perizinan Dipelihara Dipelihara
Kendaraan Kendaraan dan dan
Dinas Dinas dibayarka dibayarka
Operasional | Operasional | n Pajak n Pajak
atau atau dan dan
Lapangan Lapangan perizinann perizinann
ya ya
6 | Terlaksana | Pemelihara | Jumlah Unit Jumlah 13 Unit | 22 Unit 15 Unit 15 Unit 52 Unit
nya an Peralatan Peralatan 17,950 20,050 25,600, 63,600
Pemelihara Peralatan dan dan ,000 ,000 000 ,000
an dan Mesin Mesin Mesin
Peralatan Lainnya Lainnya Lainnya
dan yang yang
Mesin Dipelihara Dipelihara
Lainnya
9 | Terlaksana Pemelihara | jumilah Unit Jumlah 3 Unit 3 Unit 1 Unit 4 Unit
nya an/Rehabili Gedung Gedung 120,00 25,000 50,000, 195,00
Pemelihara | tasi Kantor dan Kantor dan 0,000 ,000 000 0,000
an/Rehabili | Gedung Bangunan Bangunan
tasi Kantor dan Lainnya Lainnya
Gedung Bangunan yang yang
Kantor dan | Lainnya Dipelihara Dipelihara
Bangunan /Direhabili /Direhabili
Lainnya tasi tasi
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Meningkatn | PROGRAM persentase | Persen | Jumlah 10  Persen Persen Persen Persen Persen
ya Kualitas PENYELEN Pelayanan pelayanan 0 10 10,500 | 10 13,300 | 10 20,450, | 10 44,250
Fasilitasi GGARAAN PATEN paten yang 0 ,000 0 ,000 0 000 0 ,000
penyelengg | PEMERINT sesuai SP dilaksanak
araan AHAN DAN dan SOP an sesuai
pemerintah | PELAYANA SP dan
S | an dan N PUBLIK SOP dibagi
c'_; penyelengg Jumlah
~ | araan pelayanan
publik yang
diajukan
oleh
masyaraka
t dikali
100
2. | Meningkatn | Koordinasi Persentase Persen | Jumlah 10 Persen Persen Persen Persen Persen
0 | ya Penyelengg Koordinasi koordinasi 0 10 2,400, | 10 4,300, | 10 6,850,0 | 10 13,550
1 | Koordinasi araan Penyelengg penyelengg 0 000 0 000 0 00 0 ,000
Penyelengg | Kegiatan araan araan
araan Pemerintah | Kegiatan kegiatan
Kegiatan an di pemerinta pemerinta
Pemerintah | Tingkat han di han yang
an di Kecamatan | Kecamatan dilaksanak
Tingkat an dibagi
Kecamatan Jumlah
koordinasi
penyelengg
araan
kegiatan
pemerinta
han yang
direncanak
an x 100
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2 | Meningkatn | Peningkata | Jumlah Dokum | Jumlah 4  Dokum 2  Dokum 4  Dokum 4  Dokum 10 Dokum
ya n Dokumen en Dokumen en en 2,400, en 4,300, en 6,850,0 en 13,550
Efektifitas Efektifitas Peningkata Peningkata 000 000 00 ,000
Kegiatan Kegiatan n n
Pemerintah | Pemerintah | Efektifitas Efektifitas
an di an di Kegiatan Kegiatan
Tingkat Tingkat Pemerinta Pemerintah
Kecamatan | Kecamatan | han di an di
Tingkat Tingkat
Kecamatan Kecamatan
2. | Terlaksana | Pelaksanaa | Persentase | Persen | Jumlah 10 Persen | 10 Persen 10  Persen 10  Persen 10 Persen
0 | nya Urusan | n Urusan fasilitasi fasilitasi 0 0 8,100, 0 9,000, 0 13,600, 0 30,700
4 | Pemerintah | Pemerintah | Pelaksana Pelaksana 000 000 000 ,000
an yang an yang an an Urusan
Dilimpahka | Dilimpahka | Urusan Pemerinta
n kepada n kepada Pemerinta han yang
Camat Camat han Dilimpahk
yang an kepada
Dilimpahk Camat
an kepada yang
Camat dilaksanak
an
dibanding
Jumlah
fasilitasi
Pelaksana
an Urusan
Pemerinta
han yang
Dilimpahk
an kepada
Camat
dikali 100
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3 | Terlaksana | Pelaksanaa | Jumlah Lapora | Jumlah 12  Lapora | 12 Lapora 12 Lapora 12 Lapora 36 Lapora
nya n Urusan Laporan n Laporan n n 8,100, n 9,000, n 13,600, n 30,700
Urusan Pemerintah | Pelaksana Pelaksana 000 000 000 ,000
Pemerintah | an yang an an
an yang Terkait Kewenang Kewenang
Terkait dengan an Lain an Lain
dengan Kewenanga | yang yang
Kewenanga | n Lain yang | Dilimpahk Dilimpahka
n Lain Dilimpahka | an n
yangDilimp | n
ahkan
Meningkatn | PROGRAM rata-rata Persen | Jumlah 10 Persen | 10 Persen 10  Persen 10  Persen 10 Persen
ya Kegiatan | PEMBERD persentase (persentas 0 0 178,34 0 242 .41 0 266,46 0 687,22
Pemberday AYAAN fasilitasi e fasilitasi 5,000 6,000 5,000 6,000
aan MASYARAK | pemberday kegiatan
Masyarakat | AT DESA aan pemberday
Desa DAN masyaraka aan
KELURAHA | t masyaraka
o) N t
2- desa+Perse
o ntase
~ pemberday
aan dan
kesejahter
aan
keluarga
tk
kecamatan
) dibagi 2
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2 | Meningkatn | Koordinasi persentase | Persen | jumlah 10 Persen | 10 Persen 10  Persen 10  Persen 10 Persen
0 | ya Kegiatan fasilitasi fasilitasi 0 0 153,72 0 203,18 0 216,58 0 573,49
1 Koordinasi Pemberday kegiatan kegiatan 5,000 6,000 5,000 6,000
Kegiatan aan Desa pemberday pemberday
Pemberday aan aan
aan Desa masyaraka masyaraka
t desa t desa
yang
dilaksanak
an dibagi
jumlah
fasilitasi
kegiatan
pemberday
aan
masyaraka
t desa
yang
direncanak
an dikali
100
1 | Meningkatn | Peningkata | Jumlah Lemba | Jumlah 7 Lemba 7 Lemba 7 Lemba 7 Lemba 21 Lemba
ya n Lembaga ga Lembaga ga ga 1,050, ga 1,500, ga 1,500,0 ga | 4,050,
Partisipasi Partisipasi Kemasyara | Kemas | Kemasyara Kemas Kemas 000 Kemas 000 Kemas 00 Kemas 000
Masyarakat | Masyarakat | katan yaraka | katan yaraka yaraka yaraka yaraka yaraka
dalam dalam yang tan yang tan tan tan tan tan
Forum Forum Berpartisip Berpartisip
Musyawara | Musyawara | asi asi
h h dalam dalam
Perencanaa | Perencanaa | Forum Forum
n n Musyawar Musyawar
Pembangun | Pembangun | ah ah
an an di Desa Perencana Perencana
di Desa an an
Pembangu Pembangu
nan di nan di
Desa Desa

105




K Sasaran Capaian . . ni
Program /K Formulasi awal tahun 2024 2025 2026 Akhir Periode Lo
o | Program/K . . . t
d | egiatan/Su eglatap/ Su Indikator Satuan | Penghitun | perencanaan K ksjt
g
. b-Kegiatan gan (Tahun si
e b-Kegiatan 2022) er
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp ja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | ¢ |17
2 | Terlaksana Sinkronisas | Jumlah Dokum | Jumlah 1  Dokum Dokum 1 Dokum 1 Dokum 3 Dokum
nya i Program Dokumen en Dokumen en en 3,800, en 3,800, en 3,900,0 en 11,500
Sinkronisas | Kerja dan Sinkronisa Sinkronisa 000 000 00 ,000
i Program Kegiatan si Program si Program
Kerja dan Pemberday | Kerja dan Kerja dan
Kegiatan aan Kegiatan Kegiatan
Pemberday | Masyarakat | Pemberday Pemberday
aan yang aan aan
Masyarakat | Dilakukan Masyaraka Masyaraka
yang oleh t yang t yang
Dilakukan Pemerintah | Dilakukan Dilakukan
oleh dan Swasta | oleh oleh
Pemerintah | di Wilayah Pemerinta Pemerinta
dan Swasta | Kerja h dan h dan
di Wilayah Kecamatan | Swasta di Swasta di
Kerja Wilayah Wilayah
Kecamatan Kerja Kerja
Kecamatan Kecamatan
3 | Meningkatn | Peningkata | Jumlah Lapora | Jumlah 7  Lapora Lapora 7  Lapora 7  Lapora 21 Lapora
ya n Laporan n Laporan n n 148,87 n 197,88 n 211,18 n 557,94
Efektifitas Efektifitas Peningkata Peningkata 5,000 6,000 5,000 6,000
Kegiatan Kegiatan n n
Pemberday | Pemberday | Efektivitas Efektivitas
aan aan Kegiatan Kegiatan
Masyarakat | Masyarakat | Pemberday Pemberday
di Wilayah di Wilayah aan aan
Kecamatan Kecamatan | Masyaraka Masyaraka
t di t di
Wilayah Wilayah
Kecamatan Kecamatan
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2 | Terlaksana | Pemberday | Persentase | Persen | Jumlah 10 Persen | 10 Persen 10  Persen 10  Persen 10 Persen
0 | nya aan dan Pemberday Fasilitasi 0 0 24,620 0 39,230 0 49,880, 0 113,73
6 | Pemberday Kesejahtera | aan dan Pemberday ,000 ,000 000 0,000
aan dan an Kesejahter aan dan
Kesejahtera | Keluarga aan Kesejahter
an Tingkat Keluarga aan
Keluarga Kecamatan | Tingkat Keluarga
Tingkat dan Kecamatan Tingkat
Kecamatan | Kelurahan Kecamatan
dan yang
Kelurahan dilaksanak
an dibagi
Jumlah
Fasilitasi
Pemberday
aan dan
Kesejahter
aan
Keluarga
Tingkat
Kecamatan
yang
direncanak
an x 100
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1 | Terlaksana | Pembentuk | Jumlah Keluar | Jumlah 70 Keluar | 21 Keluar 21 | Keluar 49  Keluar 91 Keluar
nya an dan Keluarga ga Keluarga ga ga 880,00 ga 880,00 ga 880,00 ga 2,640,
Pembentuk | Penumbuh | yang yang 0 0 0 000
an dan an Karakter | Mengikuti Mengikuti
Penumbuh Keluarga Pembentu Pembentu
an Karakter | Melalui kan dan kan dan
Keluarga Peningkata | Penumbuh Penumbuh
Melalui n an an
Peningkata | Kesadaran Karakter Karakter
n Masyarakat | Keluarga Keluarga
Kesadaran akan Melalui Melalui
Masyarakat | Pentingnya | Peningkata Peningkata
akan Penghayata | n n
Pentingnya | n dan Kesadaran Kesadaran
Penghayata | Pengamala Masyaraka Masyaraka
n dan n Pancasila | t akan t akan
Pengamala dalam Pentingnya Pentingnya
n Pancasila | Semua Penghayat Penghayat
dalam Aspek an dan an dan
Semua Kehidupan Pengamala Pengamala
Aspek Bermasyara | n n
Kehidupan kat, Pancasila Pancasila
Bermasyara | Berbangsa, | dalam dalam
kat, dan Semua Semua
Berbangsa, | Bernegara Aspek Aspek
dan Kehidupan Kehidupan
Bernegara Bermasyar Bermasyar
akat, akat,
Berbangsa, Berbangsa,
dan dan
Bernegara Bernegara
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3 | Terlaksana | Peningkata | Jumlah Keluar | Jumlah N/ Keluar | 21 Keluar 21 | Keluar 21 Keluar 63 Keluar
nya n Keluarga ga Keluarga A ga ga 4,030, ga 8,150, ga 10,250, ga 22,430
Peningkata | Ketahanan yang yang 000 000 000 ,000
n Pangan Mengikuti Mengikuti
Ketahanan Keluarga Peningkata Peningkata
Pangan n n
Keluarga Ketahanan Ketahanan
Pangan Pangan
Keluarga Keluarga
S | Terlaksana Peningkata | Jumlah Keluar | Jumlah N/ Keluar | 21 Keluar 30 | Keluar 30 Keluar 81 Keluar
nya n Keluarga ga Keluarga A ga ga 1,480, ga 3,050, ga 5,150,0 ga 9,680,
Peningkata | Kesadaran yang yang 000 000 00 000
n Keluarga Mengikuti Mengikuti
Kesadaran dalam Peningkata Peningkata
Keluarga Mewujudka | n n
dalam n Rumah Kesadaran Kesadaran
Mewujudka | Sehat dan Keluarga Keluarga
n Rumah Layak Huni | dalam dalam
Sehat dan serta Mewujudk Mewujudk
Layak Huni | Kesadaran an Rumah an Rumah
serta Hukum Sehat dan Sehat dan
Kesadaran tentang Layak Layak
Hukum Kepemilika | Huni serta Huni serta
tentang n Rumah Kesadaran Kesadaran
Kepemilika Hukum Hukum
n Rumah tentang tentang
Kepemilika Kepemilika
n Rumah n Rumah
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7 | Terlaksana | Penumbuh | Jumlah Keluar | Jumlah N/ Keluar | 21 Keluar 30 | Keluar 35 Keluar 86 Keluar
nya an Keluarga ga Keluarga A ga ga 880,00 ga 1,850, ga 3,950,0 ga 6,680,
Penumbuh Kesadaran yang yang 0 000 00 000
an Keluarga Mengikuti Mengikuti
Kesadaran dalam Penumbuh Penumbuh
Keluarga Peningkata | an an
dalam n Derajat Kesadaran Kesadaran
Peningkata | Kesehatan Keluarga Keluarga
n Derajat Keluarga dalam dalam
Kesehatan dan Peningkata Peningkata
Keluarga Lingkungan | n Derajat n Derajat
dan dengan Kesehatan Kesehatan
Lingkungan | Menerapka | Keluarga Keluarga
dengan n Perilaku dan dan
Menerapka | Hidup Lingkunga Lingkunga
n Perilaku Bersih dan | n Dengan n Dengan
Hidup Sehat Menerapka Menerapka
Bersih dan n Perilaku n Perilaku
Sehat Hidup Hidup
Bersih dan Bersih dan
Sehat Sehat
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8 | Terlaksana | Penumbuh | Jumlah Keluar | Jumlah N/ Keluar | 25 Keluar 30 | Keluar 70  Keluar 12 Keluar
nya an Keluarga ga Keluarga A ga ga 1,200, ga 2,525, ga 4,400,0 5 ga 8,125,
Penumbuh Kesadaran yang yang 000 000 00 000
an Keluarga Mengikuti Mengikuti
Kesadaran dalam Penumbuh Penumbuh
Keluarga Peningkata | an an
dalam n Taraf Kesadaran Kesadaran
Peningkata | Hidup Keluarga Keluarga
n Taraf Keluarga dalam dalam
Hidup Melalui Peningkata Peningkata
Keluarga Kehidupan | n Taraf n Taraf
Melalui Berkoperasi | Hidup Hidup
Kehidupan dan Keluarga Keluarga
Berkoperasi | Pengemban | melalui melalui
dan gan Kehidupan Kehidupan
Pengemban | Ekonomi Berkopera Berkopera
gan Lainnya si dan si dan
Ekonomi Pengemba Pengemba
Lainnya ngan ngan
Ekonomi Ekonomi
Lainnya Lainnya
1 | Terlaksana Pelatihan Jumlah Keluar | Jumlah N/ Keluar | 25 Keluar 25 | Keluar 21 Keluar 71  Keluar
1 | nya Keluarga Keluarga ga Keluarga A ga ga 1,000, ga 1,625, ga 4,100,0 ga 6,725,
Keluarga Tanggap yang yang 000 000 00 000
Tanggap Bencana Mengikuti Mengikuti
Bencana Rumah Pelatihan Pelatihan
Rumah Tangga Keluarga Keluarga
Tangga Tanggap Tanggap
Bencana Bencana
Rumah Rumah
Tangga Tangga
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K Sasaran Capaian . . ni
Program /K Formulasi awal tahun 2024 2025 2026 Akhir Periode Lo
o | Program/K . . . t
d | egiatan/Su eglatap /Su Indikator Satuan | Penghitun | perencanaan K ksjt
g
. b-Kegiatan gan (Tahun si
e b-Kegiatan 2022) er
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp ja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | ¢ |17
1 | Terlaksana | Penumbuh | Jumlah Keluar | Jumlah N/ Keluar | 40 Keluar 40 | Keluar 84  Keluar 16  Keluar
2 | nya an dan Keluarga ga Keluarga A ga ga 15,150 ga 21,150 ga 21,150, 4 ga 57,450
Penumbuh Peningkata | yang yang ,000 ,000 000 ,000
an dan n Mengikuti Mengikuti
Peningkata | Kesadaran Penumbuh Penumbuh
n Keluarga an dan an dan
Kesadaran dalam Peningkata Peningkata
Keluarga Keterlibata n n
dalam n Kesadaran Kesadaran
Keterlibata | Perencanaa | Keluarga Keluarga
n n dalam dalam
Perencanaa | Kehidupan | Keterlibata Keterlibata
n Menuju n n
Kehidupan Keluarga Perencana Perencana
Menuju Berkualitas | an an
KeluargaBe Kehidupan Kehidupan
rkualitas Menuju Menuju
Keluarga Keluarga
Berkualita Berkualita
s s
Meningkatn | PROGRAM Persentase | Persen | Jumlah 10 Persen | 10 Persen 10 Persen 10 Persen 10 Persen
ya KOORDINA | Fasilitasi Fasilitasi 0 0 16,735 0 17,745 0 16,870, 0 51,350
Koordinasi SI Koordinasi Koordinasi ,000 ,000 000 ,000
Ketentrama | KETENRAM | Ketentera Ketentera
n dan AN DAN man dan man dan
Ketertiban KETERTIBA | Ketertiban Ketertiban
Umum N UMUM Umum Umum
3 yang
= dilaksanak
~ an dibagi
Jumlah
Koordinasi
Ketentera
man dan
Ketertiban
Umum
yang
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K Sasaran Capaian . . ni
Program /K Formulasi awal tahun 2024 2025 2026 Akhir Periode Lo
o | Program/K . . . t
d | egiatan/Su eglatap/ Su Indikator Satuan | Penghitun | perencanaan K ksjt
g
. b-Kegiatan gan (Tahun si
e b-Kegiatan 2022) er
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp ja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | ¢ |17
direncanak
an x 100
2 | Terlaksana Koordinasi Jumlah Fasilita | Jumlah 2 Fasilita 2 | Fasilita 2 | Fasilita 2 | Fasilita Fasilita
0 | nya upaya Faslitasi si Faslitasi si si 16,735 si 17,745 si 16,870, si 51,350
1 | Koordinasi penyelengg | Koordinasi Koordinasi ,000 ,000 000 ,000
upaya araan Upaya Upaya
penyelengg | ketentrama | Penyelengg Penyelengg
araan n dan araan araan
ketentrama | ketertiban Ketentram Ketentram
n dan umum an dan an dan
ketertiban Ketertiban Ketertiban
umum Umum Umum
yang
dilaksanak
an
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K Sasaran Capaian . . ni
Program /K Formulasi awal tahun 2024 2025 2026 Akhir Periode Lo
o | Program/K . . . t
d | egiatan/Su eglatap /Su Indikator Satuan | Penghitun | perencanaan K ksjt
g
. b-Kegiatan gan (Tahun si
e b-Kegiatan 2022) er
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp ja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | ¢ |17
1 | Terlaksana | sinergitas Jumlah Lapora | Jumlah 1 Lapora 1 Lapora 1 Lapora 1 Lapora 3 Lapora
nya dengan Laporan n Laporan n n 11,710 n 11,710 n 11,710, n 35,130
Sinergitas kepolisian Hasil Hasil ,000 ,000 000 ,000
dengan negara Sinergitas Sinergitas
Kepolisian republik dengan dengan
Negara Indonesia, Kepolisian Kepolisian
Republik Tentara Negara Negara
Indonesia, Nasional Republik Republik
Tentara Indonesia Indonesia, Indonesia,
Nasional dan Tentara Tentara
Indonesia instansi Nasional Nasional
dan vertikal di Indonesia Indonesia
Instansi wilayah dan dan
Vertikal di | kecamatan Instansi Instansi
Wilayah Vertikal Vertikal
Kecamatan di di
Wilayah Wilayah
Kecamatan Kecamatan
2 | Terlaksana | Harmonisa | Jumlah Lapora | Jumlah 1 Lapora 1 Lapora 1 Lapora 1 Lapora 3 Lapora
nya si Laporan n Laporan n n 5,025, n 6,035, n 5,160,0 n 16,220
Harmonisa Hubungan Pelaksana Pelaksana 000 000 00 ,000
si dengan an an
Hubungan Tokoh Harmonisa Harmonisa
dengan Agama dan | si si
Tokoh Tokoh Hubungan Hubungan
Agama dan | Masyarakat | dengan dengan
Tokoh Tokoh Tokoh
Masyarakat Agama Agama
dan dan
Tokoh Tokoh
Masyaraka Masyaraka
t t
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K Sasaran Capaian . . ni
Program /K Formulasi awal tahun 2025 2026 Akhir Periode Lo
o | Program/K . . . t
d | egiatan/Su eglatap /Su Indikator Satuan | Penghitun | perencanaan K ksjt
g
. b-Kegiatan gan (Tahun si
e b-Kegiatan 2022) er
Rp Target Rp Target Rp Target Rp ja
2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 | ¢ |17
Meningkatn | PROGRAM Persentase | Persen | Jumlah 10  Persen | 10 10  Persen 10  Persen 10  Persen
ya Kualitas PENYELEN Fasilitasi Fasilitasi 0 0 10,025 0 15,760 0 15,310, 0 41,095
Fasilitasi GGARAAN Penyelengg Penyelengg ,000 ,000 000 ,000
Penyelengg URUSAN araan araan
araan PEMERINT Urusan Urusan
Urusan AHAN Pemerintah Pemerinta
Pemerintah | UMUM an Umum han
an Umum Umum
yang
n dilaksanak
2 an dibagi
=] Jumlah
~ Fasilitasi
Penyelengg
araan
Urusan
Pemerinta
han
Umum
yang
direncanak
an x 100
2 | Terlaksana | Penyelengg | Jumlah Fasilita | Jumlah 3 Fasilita 3 3 Fasilita 3 Fasilita 9 Fasilita
0 | nya araan Fasilitasi si Fasilitasi si 10,025 si 15,760 i| 15,310, i| 41,095
1 | Penyelengg | Urusan Penyelengg Penyelengg ,000 ,000 000 ,000
araan Pemerintah | araan araan
Urusan an Umum Urusan Urusan
Pemerintah | sesuai Pemerinta Pemerinta
an Umum Penugasan | han han
sesuai Kepala Umum Umum
Penugasan Daerah yang
Kepala dilaksanak
Daerah an
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K Sasaran Capaian . . ni
Program /K Formulasi awal tahun 2024 2025 2026 Akhir Periode Lo
o | Program/K . . . t
d | egiatan/Su eglatap/ Su Indikator Satuan | Penghitun | perencanaan K ksjt
g
. b-Kegiatan gan (Tahun si
e b-Kegiatan 2022) er
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp ja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | ¢ |17
1 | Terlaksana Pembinaan | Jumlah Orang | Jumlah N/  Orang 25 Orang 49  Orang 49  Orang 12 Orang
nya Wawasan Orang Orang A 2,825, 3,125, 2,825,0 3 8,775,
Pembinaan | Kebangsaa | yang yang 000 000 00 000
Wawasan n dan Mengikuti Mengikuti
Kebangsaa Ketahanan Pembinaan Pembinaan
n dan Nasional Wawasan Wawasan
Ketahanan dalam Kebangsaa Kebangsaa
Nasional rangka n dan n dan
dalam Memantapk | Ketahanan Ketahanan
rangka an Nasional Nasional
Memantapk | Pengamala | dalam dalam
an n rangka rangka
Pengamala Pancasila, Memantap Memantap
n Pelaksanaa | kan kan
Pancasila, n Undang- Pengamala Pengamala
Pelaksanaa | Undang n n
n Undang- Dasar Pancasila, Pancasila,
Undang Negara Pelaksana Pelaksana
Dasar Republik an an
Negara Indonesia Undang- Undang-
Republik Tahun Undang Undang
Indonesia 1945, Dasar Dasar
Tahun Pelestarian | Negara Negara
1945, Bhinneka Republik Republik
Pelestarian | Tunggal Indonesia Indonesia
Bhinneka Ika serta Tahun Tahun
Tunggal Ika | Pemertaha 1945, 1945,
serta nan dan Pelestarian Pelestarian
Pemertaha Pemelihara | Bhinneka Bhinneka
nan dan an Tunggal Tunggal
Pemelihara | Keutuhan Ika serta Ika serta
an Negara Pemertaha Pemertaha
Keutuhan Kesatuan nan dan nan dan
Negara Republik Pemelihara Pemelihara
Kesatuan Indonesia an an
Republik Keutuhan Keutuhan
Indonesia Negara Negara
Kesatuan Kesatuan
Republik Republik
Indonesia Indonesia
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K Sasaran Capaian . . ni
Program /K Formulasi awal tahun 2024 2025 2026 Akhir Periode Lo
o | Program/K . . . t
d | egiatan/Su eglatap/ Su Indikator Satuan | Penghitun | perencanaan K ksjt
g
. b-Kegiatan gan (Tahun si
e b-Kegiatan 2022) er
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp ja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | ¢ |17
4 | Terlaksana | Pembinaan | Jumlah Orang | Jumlah N/  Orang 0 Orang 49  Orang 49  Orang 98 Orang
nya Kerukunan Orang Orang A - 4,235, 4,085,0 8,320,
Pembinaan | Antar Suku | yang yang 000 00 000
Kerukunan | dan Intra Mengikuti Mengikuti
Antar Suku | Suku, Pembinaan Pembinaan
dan Intra Umat Kerukuna Kerukuna
Suku, Beragama, n Antar n Antar
Umat Ras, dan Suku dan Suku dan
Beragama, Golongan Intra Suku Intra Suku
Ras, dan Lainnya , Umat , Umat
Golongan Guna Beragama, Beragama,
Lainnya Mewujudka | Ras, dan Ras, dan
Guna n Stabilitas | Golongan Golongan
Mewujudka | Keamanan Lainnya Lainnya
n Lokal, Guna Guna
Stabilitas Regional, Mewujudk Mewujudk
Keamanan dan an an
Lokal, Nasional Stabilitas Stabilitas
Regional, Keamanan Keamanan
dan Lokal, Lokal,
Nasional Regional, Regional,
dan dan
Nasional Nasional
8 | Terlaksana Pelaksanaa | Jumlah Dokum | Jumlah 12 Dokum | 12 Dokum 12 Dokum 12 Dokum 36 Dokum
nya n Tugas Dokumen en Dokumen en en 7,200, en 8,400, en 8,400,0 en 24,000
Tugas Forum Tugas Tugas 000 000 00 ,000
Forum Koordinasi Forum Forum
Koordinasi Pimpinan Koordinasi Koordinasi
Pimpinan di Pimpinan Pimpinan
di Kecamatan | di di
Kecamatan Kecamatan Kecamatan
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K Sasaran Capaian . . ni
Program /K Formulasi awal tahun 2024 2025 2026 Akhir Periode Lo
o | Program/K . . . t
d | egiatan/Su eglatap /Su Indikator Satuan | Penghitun | perencanaan K ksjt
g
. b-Kegiatan gan (Tahun si
e b-Kegiatan 2022) er
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp ja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | ¢ |17
Meningkatn | PROGRAM Persentase | Persen | Jumlah 86 Persen | 86  Persen 86  Persen 86  Persen 86  Persen
ya Kualitas PEMBINAA Desa yang desa yang % 17,550 % 29,250 % 56,050, % 102,85
Fasilitasi N DAN menetapka menetapka ,000 ,000 000 0,000
Pembinaan | PENGAWAS | n RKPDes n RKPDes
dan AN Tepat tepat
Pengawasa | PEMERINT | Waktu waktu
n AHAN dibagi
Pemerintah | DESA Jumlah
an Desa desa x 100
Persentase Jumlah 10 Persen | 86  Persen 10 Persen 10  Persen 10  Persen
Desa yang desa yang 0 % 0 0 0
menetapka menetapka % % %
8 n APBDes n APBDEs
é Tepat tepat
NG Waktu waktu
dibagi
Jumlah
desa x 100
Persentase Jumlah 10 Persen | 86 Persen 86 Persen 10 Persen 10 Persen
Desa yang desa yang 0 % % 0 0
menetapka menetapka % %
n LPPDes n LPPDEs
Tepat tepat
Waktu waktu
dibagi
Jumlah
desa x 100
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K Sasaran . Capaian . . ni
Program /K Formulasi awal tahun 2024 2025 2026 Akhir Periode Lo
o | Program/K . . . t
d | egiatan/Su eglatap/ Su Indikator Satuan | Penghitun | perencanaan K ksjt
g
. b-Kegiatan gan (Tahun si
e b-Kegiatan 2022) er
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp ja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | ¢ |17
2 | Terlaksana Fasilitasi, Persentase Persen | Jumlah 95 Persen | 86 Persen 90 Persen 95 Persen 95 Persen
0 | nya Rekomenda | Fasilitasi, Fasilitasi, % % 17,550 % 29,250 % 56,050, % 102,85
1 Fasilitasi, si dan rekomenda rekomenda ,000 ,000 000 0,000
Rekomenda | Koordinasi si dan si dan
si dan Pembinaan | koordinasi koordinasi
Koordinasi dan pembinaan pembinaan
Pembinaan | Pengawasa | dan dan
dan n pengawasa pengawasa
Pengawasa Pemerintah | n n
n an Desa pemerinta pemerinta
Pemerintah han desa han desa
an Desa yang
dilaksanak
an dibagi
jumlah
Fasilitasi,
rekomenda
si dan
koordinasi
pembinaan
dan
pengawasa
n
pemerinta
han desa
yang di
rencanaka
n kali 100
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K Sasaran Capaian . . r[1J1
Program /K Formulasi awal tahun 2024 2025 2026 Akhir Periode Lo
o | Program/K . . . t
d | egiatan/Su eglatap /Su Indikator Satuan | Penghitun | perencanaan K ksjt
g
. b-Kegiatan gan (Tahun si
e b-Kegiatan 2022) er
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp ja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | ¢ |17
1 | Terlaksana Fasilitasi Jumlah Dokum | Jumlah 7 Dokum | 14 Dokum 14 Dokum 14 Dokum 42  Dokum
nya Penyusuna Dokumen en Dokumen en en en 3,150, en 3,150,0 en 8,400,
Fasilitasi n Peraturan | yang yang 000 00 000
Penyusuna | Desa dan Difasilitasi Difasilitasi
n Peraturan dalam dalam
Peraturan Kepala rangka rangka
Desa dan Desa Penyusuna Penyusuna 2,100,
Peraturan n n 000
Kepala Peraturan Peraturan
Desa Desa dan Desa dan
Peraturan Peraturan
Kepala Kepala
Desa Desa
2 | Terlaksana Fasilitasi Jumlah Dokum | Jumlah 12 Dokum | 12 Dokum 12 Dokum 12 Dokum 36 Dokum
nya Administra Dokumen en Dokumen en en en 26,100 en 27,900, en 69,450
Fasilitasi si Tata yang yang ,000 000 ,000
Administra Pemerintah | Difasilitasi Difasilitasi
si Tata an Desa dalam dalam
- 15,450
Pemerintah rangka rangka 000
an Desa Administra Administra ’
si Tata si Tata
Pemerinta Pemerinta
han Desa han Desa
6 | Fasilitasi Fasilitasi Jumlah Dokum | Jumlah N/ Dokum 5 Dokum 5 Dokum
Pelaksanaa | Pelaksanaa | Dokumen en Dokumen A en - - en 25,000, en 25,000
n Pemilihan | n Pemilihan | Fasilitasi Fasilitasi 000 ,000
Kepala Kepala dalam dalam
Desa Desa rangka rangka
Pelaksana Pelaksana
an an
Pemilihan Pemilihan
Kepala Kepala
Desa Desa
2,113, 2,324, 2,557,4 6,996,
Jumlah Total 624,57 986,98 85,751 097,31
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K Sasaran Capaian ni
Program /K Formulasi awal tahun 2024 2025 2026 Akhir Periode Lo
o | Program/K . . . t
. egiatan/Su Indikator Satuan | Penghitun | perencanaan ka
d | egiatan/Su . K -
. b-Kegiatan gan (Tahun si
e b-Kegiatan 2022) er
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp ja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | ¢ |17
4
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Dari table diatas merupakan rencana Program, kegiatan dan sub
kegiatan yang akan dicapai selama 3 tahun oleh kecamatan pasrujambe yang

sudah sesuai dengan pagu indikatif dari Kabupaten Lumajang.
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7.1

7.2

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Penentuan Target Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026
Pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Pasrujambe bersama
dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT/UPTD
diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan
daerah tahun 2024-2026 yaitu Optimalnya penyelenggaraan
reformasi birokrasi. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh
Kantor Kecamatan Pasrujambe dalam rangka mendukung
keberhasilan pembangunan 2024-2026 sebagaimana tercantum
dalam RPD Kabupaten Lumajang sebagai berikut :
1. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan

2. Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa

Penentuan Target Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan
Daerah

Target Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Secara
rinci indikator kinerja SKPD Kantor Kecamatan Pasrujambe yang
akan di capai 3 (tiga) tahun 2024-2026 tercantum pada tabel TC-28,
sebagai berikut :
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Tabel 7.1 TC-28

Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan Kecamatan Pasrujambe

Tahun 2024-2026

Kondisi Kinerja | Target Capaian Setiap Tahun disi Kineri
L . L . . pada awal Kondisi K1n§rja
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Satuan Formulasi Penghitungan periode RPD 2024 2025 2026 13;3; le;h;rD
(Tahun 2022) P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Indeks Angka Hasil Penghitungan Indeks 53,84 60.1 60.2 60.3 60.3
Pelayanan Pelayanan Publik (C) (B-) (B-) (B-) (B-)
Publik Kabupaten
2 | Meningkatnya Persentase hasil | Persen | Jumlah Hasil Fasilitasi 100.00 90.24 92.68 95.24 95.24
penyelenggaraan | fasilitasi dan dan Koordinasi yang
pelayanan publik | koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi
di kecamatan ditindaklanjuti Fasilitasi dan Koordinasi
dikali 100
3 | Meningkatnya Persentase Persen Jumlah fasilitasi kebutuhan 95.00 85.71 90.48 95.24 95.24
Kualitas Fasilitasi pemenuhan operasional kantor yang
Penunjang Urusan | fasilitasi dipenuhi dibagi Jumlah
Pemerintahan kebutuhan fasilitasi kebutuhan
Daerah operasional operasional kantor yang
Kabupaten/Kota perkantoran direncanakan dikali 100
4 | Meningkatnya persentase Persen | Jumlah pelayanan paten 100.00 100.00 | 100.00 | 100.00 100.00
Kualitas Fasilitasi Pelayanan PATEN yang dilaksanakan
penyelenggaraan sesuai SP dan SOP sesuai SP dan SOP dibagi
pemerintahan dan Jumlah pelayanan yang
penyelenggaraan diajukan oleh
lik a1
publi masyarakat dikali 100
5 | Meningkatnya rata-rata Persen | Jumlah (persentase 100.00 100.00 | 100.00 | 100.00 100.00
Kegiatan persentase fasilitasi kegiatan
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Kondisi Kinerja

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja

o . S . . pada awal .
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja | Satuan Formulasi Penghitungan periode RPD 0024 2025 2026 paFIa akhir
(Tahun 2022) periode RPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemberdayaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat
Masyarakat Desa pemberdayaan desat+Persentase
masyarakat pemberdayaan dan
kesejahteraan keluarga tk
kecamatan) dibagi 2
6 | Meningkatnya Persentase Persen Jumlah Fasilitasi 100.00 100.00 | 100.00 | 100.00 100.00
Koordinasi FEasilitasti Koordinasi Ketenteraman
Ketentraman dan Koordinasi dan Ketertiban Umum yang
Ketertiban Umum Ketenteraman dan dilaksanakan dibagi
Ketertiban Umum Jumlah Koordinasi
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum yang
direncanakan x 100
7 | Meningkatnya Persentase Persen | Jumlah Fasilitasi 100.00 100.00 | 100.00 | 100.00 100.00
Kualitas Fasilitasi Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Urusan Urusan yang dilaksanakan dibagi
Pemerintahan Pemerintahan Jumlah Fasilitasi
Umum Umum umea
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum
yang direncanakan x 100
8 | Meningkatnya Rata - rata Persen | Jumlah Desa yang 95.00 86.00 90.00 95.00 95.00
akuntabilitas persentase Desa menyusun RKPDes tepat
Pemerintahan Desa yang menyusun waktu
dokumen + umlah Desa yang
administrasi menyusun APBDes tepat
Pemerintahan waktu
Desa tepat + umlah Desa yang
waktu menyusun LPPDes tepat
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Kondisi Kinerja
pada awal

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja | Satuan Formulasi Penghitungan periode RPD 0024 2025 2026 paFIa akhir
(Tahun 2022) periode RPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
waktu
dibagi Jumlah seluruh
desa diwilayah
kecamatan dikali 3
dokumen administrasi
Pemerintahan desa dikali
100
9 | Meningkatnya Persentase Desa | Persen | Jumlah desa yang 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00
Kualitas Fasilitasi | yang menetapkan RKPDes
Pembinaan dan menetapkan tepat waktu dibagi
Pengawasan RKPDes Tepat Jumlah desa x 100
Pemerintahan Waktu
Desa Persentase Desa Jumlah desa yang 100.00 86.00 100.00 | 100.00 100.00
yang menetapkan APBDEs
menetapkan tepat waktu dibagi
APBDes Tepat Jumlah desa x 100
Waktu
Persentase Desa Jumlah desa yang 100.00 86.00 86.00 | 100.00 100.00
yang menetapkan LPPDEs
menetapkan tepat waktu dibagi
LPPDes Tepat Jumlah desa x 100
Waktu

122



BAB VIII
PENUTUP

Rencana strategis Kantor Kecamatan Pasrujambe tahun 2024-
2026 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah pertama yang
harus dioperasionalisasikan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa
kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen rencana
strategis ini harus dimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam
rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan sampai dengan tahun 2026. Renstra ini merupakan
bagian dari upaya mewujudkan RPD Kabupaten Lumajang, unuk

pembangunan daerah 3 (tiga) tahun ke depan.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah
maka kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai
tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya
semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman
perencanaan, mengingat bahwa rencana strategis ini pada hakekatnya
merupakan panduan tidak saja bagi aparat kecamatan tetapi juga bagi
segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan

pembangunan di wilayah kantor kecamatan pasrujambe.

Rencana strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan
laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan kantor
kecamatan pasrujambe. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini
ditetapkan, kantor kecamatan pasrujambe telah mempunyai pedoman
atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana

pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Pasrujambe ini kami
harapkan dapat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan
dan pembangunan di kantor Kecamatan Pasrujambe yang merupakan
break down dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten
Lumajang Tahun 2024-2026.

Pasrujambe, ..... Mei 2023
CAMAT

MUHAMMAD SAIFUL, S.AP
NIP. 19720202 199803 1 010
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